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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menten Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September
1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian
menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba b be
o
- fa t te
<
~ : ' d ik di
& sa § es (dengan titik di atas)
jim ] o je
c
ha h ha (denzan titik di bawah)
C
. kha kh ka dan ha
C
5 dal d de
B f zal z zet (dengan titik di atas)
ra r er
J
. zak v zet
J
sin S es
B
. syin sy es dan ye
J
sad $ es (dengan titik di bawah)
i
2 dad d de (dengan titik di bawah}




b fa t te (dengan titik di bawah)
b za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain koma terbalik ke atas
-& gain g ge
) fa f ef
3 qaf q ki
s kaf k ka
J lam ] e!

_ s mim m eil
; nun n en
5 wawu w we
o ha h ha
. hamzah ' apostrof
< ya y ye

2. Vokai

1} Vokal tunggal (monoftong)

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fathah a a
— kasroh i i
s ] dammah u u

xi




Contoh: 5 - kataba L34 - yazhabu

Ja - faala o —su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya verupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
s Fathah dan ya ai adani
s _; Fathah dan au adanu
wawu
Contoh: g..ﬂ-_s - kaifa d}.a —haula

3. Maddah

Maddah atav vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

[ Tandadan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
g . fathah dan alif i a dan garis di
atau ya atas
! ...l kasrah dan ya T i dan garis di
atas
dammah dan i u dan garis di
3o wawu atas
Contoh:
JU - qala ‘J-J - gtla
6»3- rama J)-a-z — yaqilu
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4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk fa marbutah ada dua:
1) Ta marbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2} Ta marbutah mati

Ta marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
.

3) Kaiau pada suatu kata yang akhir katanya ta maroutah diikuti oleh kata yang
menggunckan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka /a

marbitah itu ditransliterasikan dengan Aa (h)

contoh:
. ]
Jub Y iy, Raudah al-Atfa!
) }_-11 Ay e al-Madinah al-Munawwarah
b Talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalani sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
\3, - rabbana

Jf‘,i — nazzala
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan kuruf,
yaitu J', namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyvah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf svamsyiyyah, kata sandang yang diikuti
oleh hurui syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/V diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan vang digariskzan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Raik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf game.iyyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sambung atau hubung.

Contoh:

Jrpt - ar-rajulu
et - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun

itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal

kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.
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Contoh:
Hamzah di awal Js akala
Hamzah di tengah 0)_-,:._{3 ta’khuziina
Hamzah di akhir s 1 an-nau’u

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penuliccnnya dengan huruf areb yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa
dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan
kata ini dengan perkata.

Contoh:

ijljh_ﬁ:'- 4 ! Oly  : wainnallaha lahuwa khair ar-razigin

Of 5t J._QI Igd5¥  :faaufual-kaila wa al-mizana
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan dacrah dalam rangka mewujudkan
kemajuan dacrah dan kescjahteraan masyarakat meialui implementasi berbagai
kebijakan, progam dan kegiatan sangat tecbuka lebar untuk terus ditingnatkan,
Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada
daerah untuk merumuskan dan memenuhi tujuan pembangunan daerah yang
dirumuskan borsama dengan tetap menjaga makna keberaduannya dalam
sebuah sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pembangunan dacrah merupakan bagian intcgral dari pembangunan
nasional. Pembargunan daerah juza merupakan suatu proses dimana
pemerintah dacrah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dacrah dan swasta guna
menciptakan lapangan kerja baru, merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki kondisi yang
berbeda dengan daerah yang lain. Kondisi tersebut meliputi masalah yang
dihadapi oleh daerah, kebutuhan daerah, dan poiensi daeran yang dimilikinya.
Kebijakan pembangunan akan berhasil apabila kebijakan tersebut sesuai

dengan kondisi daerah yang bersangkutan.'

' Lincoln Arsyad, Penganiar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah,

{Yogyakarta: BPFE UGM, 1999), him. 108.




Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi sclain menciptakan
pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga menghapus atau mengurangi
tingkat kemiskinan, ketimpangan pcndapatan dan tingkat pengangguran.
Sehingga untuk menjamin kesinambungan pemerintah daerzh dan keuangan
dacrah, pemeciintah daerah perlu melakukar investasi. Investasi dacrab
merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperolch
keuntungan di masa yang akan datang. Adapun dalam merumuskan kebijakan
daerah, sctidaknya harus memperhatikan empat hal, yaitu; 1) instrument apa
yang akan dibeli, 2) scberapa banyak dana yang akan diinvestasikan, 3)
seberapa lama dana tersevut dapat diinvestasikan, 4) dan seberapa besar
manfaat seria resikonya.”

Untuk mencapai  fujuan tersebut, pemerintah daerab  dapat
mengembangkan kerja sama melalui progam kemitraan baik dengan
pemerintah daerah lain atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak
swasta (public-private partnership). hal ini penting dilakukan guna
mempercepat pembangunan dacrah. Kemitraan daerah perlu dikembangkan
dengan berbagai pihak, baik sektor swasta dan sektor ketiga melalui skema
kemitraan pemerintah dacrah. Sebab memiliki makna strategis yaitu sebagai
upaya menghemat APBD serta di sisi lain dacrah mampu melakukan
akselarasi pembangunan. Terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah. Masing-masing bentuk memiliki kelebihan

dan kelemahan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dacrah. Oleh

2 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, {Yogvakarta: Erlangga, 2010}, him. 170.



karena itu, sebelum memutuskan untuk skema kemitraan tertentu pemerintah
daerah perlu melakukan penilaian dan perencanaan secara mendalam,
memperhitungkan keuntungan dan risiko yang akan timbul, serta
menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bentuk kemitraan
tersebut antara lain; sewa beli ({casing), operasi pemeliharaan, wrap around
addition, desain bangun, dan privatisasi.3

Privatisasi merupakan transfer kepemilikan fasilitas publik kepada
partner swasta yang melakukan peningkatan dan ckspansi terhadap fasilitas
yang tersedia. Fasilitas kemudian dimiliki dan dioperasikan oleh swasta
sampai modal partner swasta kembali ditambah keuntungan yang wajar.
Model kemitraan ini dapat diaplikasikan pada infrastiuktur dan fasilitas publik
lainnya.® 1de privatisasi melibatkan pemindahan produksi barang dan jasa
sektor publik ke sektor swasta. Pemindahan ini mengakibatkan perubahan
manajemen perusahaan sektor publik ke mekanisme swasta. Privatisast lebih
merupakan metode, bukan semata-mata kebijkan final. Sebuah regulasi yang
memiliki kecenderungan untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme
pasar. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset
publik lewat letang publik atau penjualan langsung yaitu termasuk juga
berbagai cara lain seperti pemberian sub kontrak dan konsesi dari jasa
pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan

usaha, peralaian atau asset; perjanjian usaha patungan (joint venture).

3 Ibid., him. 178.
! Ibid., him. 18].
5 Indra Bastian, Privatisasi Di Indonesia Teori Dan Implementasi, (Jakarta: Salemba

Empat, 2002), him. 20.



Privatisasi juga dikembangkan sebagai peniadaan high cost economy scrta
sebagai suatu proses mempercepat berlangsungnya pertumbuhan ekonomi.
Hal ini berkaitan dengan semakin berkurangnya peranan pemcrintah dalam
anggaran, yang dengan sendirinya harus diisi oleh pihak swasta bila
pertumbuhan ekonomi memang tetap hendak dipacu. Tapi, bila privatization
heidak diperluas lebih javh, maka timbul masalah mengenai batasan atau
tingkat intervensi dari peranan pemerintah dalam perekonomian.®

Privatisasi juga sering dikaitkan dengan ideologi suatu negara, sebab
kebilakan privatisasi berada dalam suatu mainstrem sistem ckonomi kapitalis
yang mempromosikan liberalisasi ekonomi dan pasar bebas. Di Indonesia
kebijakan ini menuai banyak kontroversi, sebab persoalan privatisasi adalah
besarnya dampak dan resiko bagi kehidupan masyarakat dan secara ekonomi
pengaruh dan akibat dari kebijakan privatisasi akan dirasakan dalam rentang
waktu sangat panjang. Jika kebijakan itu saiah, maka akan menimbulkan
implikasi cangat buruk yang dirasakan oleh masyarakat. QOleh karena itu
sebelum memutuskan untuk memilih kebijakan privatisasi pemerintch daerah
perlu melakukan  penilaian  dan  perencanaan  secara  mendalam,
memperhitingkan  keuntungan dan resiko yang akan timbul serta
menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Maka penelitian
terhadap kebijakan tersebut harus diketahui secara pasti bagaimana kekuatan

(strengths), kelemahannya (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman

® Tim Penvusun, Pemikiran Dan Permasalahan Exonomi Di Indonesia Daium Setengah
Abad Terakhir Buku IV, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), him. 118.



(trears). Melalui analisis keempat faktor tersebut maka akan ditemukan suatu
strategi yang efektif.

Namun disamping dari kalkulasi ekonomi yang mempertimbangkan
efektivitas dan efisiensi, privatisasi juga bisa dilihat dari sisi ekonomi [slam.
Sebab dalam pandangan ekonomi Islam terhadap pemerintah scbagai pelaku
ekonomi didasari oleh beberapa argumentasi di antaranya adalah derivasi dari
lonsep kekhalifahan, konskuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard
al-kifZyal) dan adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah
(kesejahteraan),’ selain itu pemerintah juga dianjurkan mengelola atau
memiliki barang berupa public goods, yaitu barang yang cenderung tidak
dapat diproduksi dan ditawarkan secara efisien oleh perusahaan swasta.’
Selain itu mengingat bahwa grivatisasi merupakan penjualan aset-aset yang
dikuasai negara kepada swasta. Oleh sebab itu privatisasi zrat kaitaunya
dengan konsep kepemilikan. Ekonomi Isiam sendiri mengkategorikan
kepemilikan menjadi tiga bagian. yakni; hak milik individual (mitkiyah
Jardiyyah/private ownership), hak milik uvmum atau publik (milkiyyah{
‘ammakh/ public ownership), dan hak milik negara (milkiyyah{ daulah/ state
ownership).” Hal ini tentu saja berbeda dengan ekonori kapitalis scbagai
macnstream lahimya kebijakan privatisasi yang hanya mengakui kepemilikan

individu saja dan mengabaikan kepemilikan kolektif.

” Tim Penyusun P3EL, Ekonomi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008 ). him. 446.

® Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi iakre, {Jakarta: BIT
Indonesia, 2002), him. 108,

¥ Tim Penyusun P3El, Ekonomi..., bim. 75,



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masatah di atas, maka rumusan masalah

adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana keckuatan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap
kebijakan privatisasi pada sebuah pemertniah daerah?

Bapaimmana kedudukan privatisasi perusahaan daerah dalam perspektif

kepemilikan ekoniomi Islam?

C. Penegasan Istilah

I

Beberapa istiiah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:
Privatisasi
Privatisasi di sini merujuk pada pembentukan perusahaan yaitu sebrah
konsep pengembangan industri dengan meningkatkan peranan kekuatan
pasar. melalui deregulasi ataupun penjialan asset. '
Kepemiiikan
Adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas
terhadapnya. "
Kepemilikan ekonomi [slam
Adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang aiakui oleh syari’ah
menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap benda tersebut,

sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. 12

10 pti Rochaety, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 256.
U Mohamad Hidayat, An Introduction To The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi

Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), him. 114.

12 Rahmat, Privatisasi Dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Wadi Press, 2005), hlm. 66.



D. Tujuan dan Kegunaan Penclitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kekuatan, kelemzhan, peluang dan tantangan
terhadap privatisasi perusahaan daerah.
b. Untuk mengetahui penilaian ekononii [slam terhadap kehijakan
perusahaan daerah yang diprivatisasi.
2. Kegunaan Peaclitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk:
a. Memperkaya pengetahuan, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca
secara umumnya terkait tentang kedudukan perusahaan daerah yang
diprivatisasi.
b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal ilmu pengetahuan, serta
memperkaya khasanah kepustakaan ilmiah, khususnya bidang
ekonomi Islam bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Ncgeri

Punrwokerto.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai privatisasi sebagai scbuah kebijakan yang
menyangkut kepentingan publik, sudah ada beberapa penulis yang meneliti

tentang hal ini. Dari penulusuran yang penulis lakukan, ada beberapa buku

12 Rahmal, Privatisasi Dalam Pandangan Islam, (Jakana: Wadi Press, 2005), him. 66.



yang membahas tentang privatisasi. Penulis juga melakukan penelusuran
tentang buku-buku kepemilikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

M. Aqim Adlan dalam artikelnya berjudul Privatisasi dan Harta
Kepemilikan dalam  Perspektif  Islam, menyimpulkan bahwa Islam
menghadirkan sebush sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi
fainnya termacuk sistem kapitalis dan sosialis beserta bagizn-bagiannya.
Dalam sistem ini, ekonomi Islam menyelaraskan dan melindungi dua
kepentingan yang berbeda, kepentingan dunia dan kepentingan aihirat dzngan
melibatkan negara (khalifah) sebagai wakil Allah di bumi. dan sekaligus
sebaga; pemegang amanat dari seluruh rakyatnya (khalifah khalaifillah)
dengan memegangi ketentuan syara’ yang tercantum dalam al-Qur'an,
al-hadts\, iima’ sahabah dan ai-giyas. Sedangkan privatisasi dalam sistem
ekonomi l;lam telah lama dikenal dan ini memang diperbolehkan sejauh pada
jenis kepemilikan harta individual (al-milkiyyah a!-fardiyyah/private property)
dan scbagian jenis harta kepemilikan negara (al-milkiyyah al-dawlah/state
properiy) dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan
jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum (al-milkiyyah al-
ammat/public propery).”

Hastomo Aji dalam tulisannya berjudul Privatisasi BUMD, Kurangi
Ketergantungan ke Pusal, memuat gambaran mengenai manfaat yang bisa
didapat dari privatisasi BUMD yang dilakukan di tingkat daerah, semisal

privatisasi akan merangsang terjadinya kompetist bisnis di tingkat daerah.

13 M. Agim Adlan, “Privatisasi dan Harta Kepemilikan dalam Perspektif islam ", (oniine),
hitp://pesantren.or. id.42303 . masterweb.neUppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/privatisasi),
diakses 12 Maret 2011,



perusahaan swasta di dacrah. Akibatnya, kompetisi bisnis akan menjadi
menarik dan bisa merangsang investasi di tingkat daerah. Dampak selanjutnya
bisa memberikan multiplier efek yang cukup besar bagi daerah, sehingga
perekonomian dacrah akan berkembang."

Tim Peayusun buku berjudul Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi
Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir, dalam tulisannya Sjahrir
tentang Privatisasi Menuju Efisiensi, membahas fakicr munculnya badan
swasta atau pengalihan tugas scbagian dari fungsi pemerintahan, peranan

negara dalam ekonom! Isiam dan privatisasi serta megupas masalah prospek

privatisasi. 5

Muhamad Bagr Ash Shadr dalam bukunya lnduk Ekonomi Islam
Iqtishadduna, menulis pada bab ] tentang teori pasca produksi. Dalam bab
tersebut mengurai tentang perbedaan mencolok antara teori Islam dan marxis.

Berisikan bukti teoritis dari kepemiikan, pemisahan kcpermilikan dan nilai

tukar dalam teori 1slam.'®

Jaribah hin Ahmad Al-Harits dalam Fikih Ekonomi Umar bin Al-
Khathab pada pasal tiga khusunya bab I, menulis manajemen kepemilikan.
Sesungguhnya manajemen kepemilikan mencangkup dua hal, yaitu berkaitan

dengan sistem penentuan jumlah yang mungkin dimiliki seseorang dari

14 Hastomo Aji, “Privatisasi BUMD, Kurangi Ketergantungan ke Pusat”, (onfine),
(http:z‘fwww.balipost.co.ideaIiPoslcetak;QOOZf12{ 17/e5 htm), diakses 12 Maret 2011.
15 Tim Penyusun, Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah

Abad Terakhir Buku IV, {Yogyakarta: Kanisius, 2005).
16 njuhamad Baqr As-Sadr, Induk Ekonomi Islam Igtishadduna, terj. Yudi, (Jakarta:

Zahra, 2008).
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sumber-sumber bumi, dan berkaitan dengan penetapan kaidah-kaidah tersebut,
semisal kebenaran setiap individu terhadap harta yang dimitiki."’

Norema Destiarini dalam  skripsinya  “Pengaruh  Kepemilikan
Manajerial, Kepemilikan Publik, Komposisi Dewan Komisaris Independen,
Keberadaan Komite Audit Dan Profitability Terhadap Ketcpatan Waktu
Pelaporan Keuangan”, menyimpulkan bahwa kepemilikan publik dan
komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan juga mengurai peran kepemililzaa
perusahaan oleh manajer. Kepemilikan perusaitaan oleh manajer akan
mempengaiwhi kinerja manajemen yang lebih baik, selanjutnya kinerja
manajemen yang baik akan menciptakan efcktifitas dan cfisiensi dalem
perusahaan.'®

Ika Rosilawati menyusun skripsi berjudul “Pengaruh Perusahan,
Penanaman Modal Asing, Struktur Kepemilikan Serta Profitabilitas Terhadap
Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan”,
membahas struktur kepemilikan yang sahamnya banyak dimiliki publik
menunjukkan perusahaan tersebut memiliki krediiabilitas yang tinggi dan
dianggap mampu beroperasi terus menerus (going concern), serta struktur
kepemilikan secara parsial berpengaruh terhadap luas pengungkapan dalam

te
laporan.

7 Jaribah bin Ahmad Al-Harits, Fikih Ekonomi Umar bin Al- Khathab, terj. Asmuni
Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifah, 2006).

' Norema Destiarini, “Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial, Kepemilikan  Public,
Komposisi Dewan Komisaris Independen, Keberadaan Komite Audit Dan Profitability Terhadap
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan™, Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Unsoed, 2009).

19 |ka Rosilawati, “Pengaruh Perusahan, Penanaman Modal Asing, Struktur Kepemilikan
Serta Profitabilitas Terhadap Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Dalam Laporan
Tahunan™, Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Unsoed, 2010).
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Sei Hastuti dalam skripsi berjudul, “Evaluasi Kinerja Keuangan
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit, Kecamatan
Purbalingga Sebelum Dan Sesudah Merger”, penelitian yang mengambil data
tahun 2004-2005 membahas proses merger dan indikator kinerja keuangan
BPR BKK perusahaan daerah milik Purbalingga. Menyimpulkan rasio kinerja
keuangan sesudah merger mengalami penurunan dibandingkan sebelum

merger.

Dari penelusuran buku-buku tersebut, tampak jelas bahwa belum ada

penelitian yang mambahas tentung privatisasi perusahaan daerah atau BUMD

dalam perspektif ekonemu Islam.

F. Metode Penclitian
Metode merupakan cara keda yang harus dilakukan dalam rangka
pendalamai terhadap objek yang dikaji maka penyusun meneniukan cara kerja
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk dalam

kategori penelitian kepustakaan (/ibrary research) yaitu penelitian vang

21

menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan® Penelitian

dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait, diklasifikasi,

2 Sri Hastuti, “Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Kredit, Kecamatan Purbalingga Sebelum Dan Sesudah Merger”, Skripsi tidak diterbitkan,
(Purwokerto: Unsoed, 2010}

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiek, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1998), him. Il
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dirangkum (resume) dan selanjutnya dianalisis untuk menarik suatu

kesimpulan.

2. Sumber Data

Guna menulis penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa

data yang diambil dart:

a.

Sumber Data Primer, buku-buku yang berkenaan dengan kajian
privatisasi dan sistem ekonomi Islam, seperti: Inara Bastian,
privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasi; Habibullah,
Kebijakan Privatisasi B UMN Relasi State, Market Dan Civil Society,
Riant Nugraha, Manajemen Privatisasi BUMN,; Undarg-Undang
BUMN (UU RI No. 19 Th. 2003); Mohammad, An Introducion Tv The
Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah;, Tim Penyusun P3EL
Fkonomi Islam; Misbahul Munir, Ajaran-Ajaran Ekonomi Rosulullah;
Taqyudin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Aliernatif
Perspektif Islam: Muhamad As-Sadr, Induk Ekonomi Islam
Iqtishadduna.

gumber Data Sekunder, buku-buku yang melengkapi sumber data
primer, seperti buku-buku tentang privatisasi dan ekonomi [slam:
jumal Revormasi Ekonomi; Edy Suandi, Ekonomi Indonesia
Memasuki Millennium 111, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam;
Pandji Anoraga, BUMN, Swasta Dai Koperasi, Mohamad Sadh,
Ekonom Indonesiai Di Era Politik Baru,; Kwik Kian Gie, Gonjang-

Ganjing Ekonomi Indonesia; Kuper, Ensiklopedia flmu-Ilmu Sosial,
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Tim Penyusun, Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia
Dalam Setengah Abad Terakhir Buku V; Tim Penyusun, Pemikiran
Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad
Terakhir Buku IV. Penyusun juga akan menggunakan kertas kerja
seminar, internet, naskah/dokwnea, dan informasi terbaru mengenai
perkembangan puivatisasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan menggunakan cara dokumentasi, hal ini
dilaksanakan dengan mempelajari data dari buku-buku, tulisan, transkrip

para ahli, dan lainnya. Dokumentasi digunakan untuk menemukan kensep

privatisasi.

4. Analisis data
Metode ini diterapkan setelah pengumpulan data, kemudian dinroses
dan diklasifikasikan dalam bagian-bagian mengenai privatisasi, tujuan
privatisasi, pandangan privatisasi dalam perspektif neoliberalisme beserta

klasifikasinya, serta dikaitkan dengan sistem kepemelikan dalam ekonomi

[slam. Analisis data tersebut adalah:

a. Deduktif, yakni metode pengambilan kesimpulan dari kondisi umum
atau menemukan hal yang umum dari kondisi khusus. Penulis akan

menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan konsep privatisasi

dan sistem kepemilikan dalam ekonomi Islam.
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b. Induktif, adalah metode mempelajari sesuatu dengan menguji
fenomena tertenttu / khusus untuk membuat tujuan umum.?2 Metode ini
digunakan untuk menemukan kesimpulan dari konsep privatisasi
dalam perspektif kepemilikan ekonom Islam.

a. Analisis Isi (Content Analisys), adalah anaiisis isi yaitu teknik
penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang
replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Metode ini
digunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang
berkaitan dengan judul yanpg penulis angkat, kemudian penulis
mencoba memahami pendapat tersebut, selanjutnya penulis melakukan
analisis dari pendapai-pendapat tersebut untuk dapat mengemukakan
kesimpulan.:‘ Metode ini digunakan agar dapat melihat penilaian
privatisasi dalam perspektif sistem kepemilikan ekonomi Islam.

c. Metode analisis SWOT, yaitu analisis yang didasarkan pada logika
agar dapat memaksimalkan kekuatan (strength), dan peluang
(opportunity), namun  secara bersamaan dapat meminimalkan
kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan
keputusan strategi selalu berkaitan dengan misi, tujuan, dan kebijakan
organisasi.?'4 Dengan demikian perencanaan strategi kebijakan

privatisasi oleh sebuah pemda terhadap BUMD adalah menganalisis

2 1S, Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka

1976), him. 379.
1 goedjono dan Abdurahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapeam, (Jakana:

Rineka Cipta, 1993), him. 13-14.
% gondang P, Siagian, Manajemen Stratejik, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hi
: , him.

172..
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fakfor-faktor stratcgi organisasi (kckutan, kelemahan, pcluang dan

ancaman), berikut strategi yang akan digunakan:

Strengths | Strengths (S) faktor- Weaknesses (W)
IWeaknesses | faktor kekuatan internal | faktor-faktor
t’)ppcm\ kelemahan
Treats internal
Opportunities (0O) | Strategi SO Straiegi WO
faktor-faktor peluang | menciptakan strategi menciptakan

eksternal:

yang menggunakan
kekuatan uniuk
meman(aatkan peluang.

strategi yang
meminimalkan
kelemahan untuk

memanfaatkan

peluang,
Trears (T) faktor- | Mrategi ST Strategi WT
faktor ancaman { menciptakan stralegi menciptakan
eksternal yang menggunakan strategi yang

s kekuatan nntnk

mengatasi ancaman.

meminimalkan

kelemaban dan

menghindari

ancaman,

i. Strategi SO adalah strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran
organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuaten uniuk
merebut dan memanfaatkan peluang sebesai-besarnya.

2. Strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang
dimi'iki organisasi untuk mengatasi aicaman,

3. Strategi WO yaiiu strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan
peluang yang ada dengan cara meminimalkan kele:nahan yang ada.

4. Strategi WT adalah strategi ini berdasarkan pada kekuatan dan

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari

25
ancaman.

redy, Analisis Swot Tehnik Membedah Kasus Bisnis: Reorintasi Konsepe Perencanaan
Strategis Untuk Menghadap A bad 21, cet. 7, {Jakarta: Gramedia, 2001), him. 79.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran penyusun menyajikan sistematika penulisan

sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah penyusun berupaya menyajikan latar belakang
penelitian, sehingga dapat mengambil rumusan masalah, di samping itu untuk
mempermudah menelusuri tujuan penelitian, dan diharapkan dapat diambil
manfaat penelitian, yang bersumber dari telaah pustaka, dau wuetode penelitian

dengan sistematika pembahasan yang rudah dipahami.

Bab Kedua, adalah berupaya menjelaskan teori privatisasi vang
mencangkup; definisi privatisasi, tujuan, privatisasi dalam perspektif
neoliberalisme metode privatisast, kebijakan privatisasi BUMD di Indonesia

untuk mempermudah dasar pengambilan analisis mengenai konsep privatisasi.

Bab Ketiga, adalah merunakan penyajian secara substansi mengenai
sistem kepemilikan ckonomi Islam, berisi mengenai pengertian, dasar-dasar

kepemilikan dalam Islam, dan jenis-jenis kepeniilikan sehingga memperoleh

gambaran luas tentang kedudukan privatisasi.

Bab Keempat, adalah merupakan teknis penyajian secara substansi
mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman privatisasi perusahaan

daerah serta urgensi kebijakan privatisasi dalam pandangan ekonomi Islam.

Bab Kelima, adalah Penutup yang berisi kesimpulan penelitian, juga

saran bagi penyusun agar lebih lengkap dan sempurna.




BAB Il
LANDASAN TEORI PRIVATISASI

A. Pengertian

| Kata privatisasi menonjol pada tahun 1980-an. Istilah sebelumnya
|

; adalah denasioralisasi, yang menunjukkan sifat dasar prosesnya maupun
j tingkatannya dan merupakan reaksi terhadap nasionalisasi yang ada
_i sebelumnya. Privatisasi merujuk pada transfer asset yang dimiliki oleh negara
‘ ke beberapa bentuk pemilikan swasta, meskipun kata itu telah digunakan
I:i lebih luas bagi setiap pemindahan akuvitas ekonomi kepada sektor swasta,
F misalnya contracting out pembersihan rumah sakit dan joint venture (usaha
|

| bersama/ kongsi) yang menggunakan modal swasta. Sedangkan fokus joint
! venture yang lebih sempit adalah pemilikan.

Dalam pandangan ekonomi arus utama (meinstream economics),
privatisasi dipandang memainkan peranan penting dalam reformasi ekonomi.
f Progam ini memungkinkan pemerintah mengalihkan campur tangannya
keluar dari bidang ekonomi di mana sektor swasta mempunyai kemampuan
yang lebih besar, lebih efisien, dan lebih produktif. Hal ini memungkinkan
bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada
kegiatan lainnya yang lebih penting bagi masyarakat. Istilah privatisasi
an secara longgar yaitu sebagai tindakan mengurangi peranan

digunak

pemerintah atau meningkatkan peranan sektor swasta dalam kepemilikan aset.

! Kuper, Ensiklopedia limu-llmu Sosial, terj. Aris Munandar, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2000), him. 839.
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Privatisasi sering juga dikonotasikan sebagai pengembalian perusahaan
negara kepada sektor swasta, kontrak jasa kepada sektor swasta, pembebasan
(dalam arti kompetisi) serta deregulasi. :

Berikut ini pendapat para ekonom tentang definisi privatisasi agar dapat
dikuak pendckatan konscp “privatisasi” serta berbagai faktor terkait sebagai
berikut; menurut Peacock, privatisasi diariikan sebagai pemindaham
kepemilikan industri dari pemerintah ke sekior swasta yang berimplikasi
bahwa dominasi kepewilikan saham akan berpindah ke pemegang saham

swasta. Privatisasi mencakup perubaian dari dalam ke luar, di mana terdapat

kontrak pembelian dan jasa pemerintahan.
Heald mengemurakan terminologi privatisasi, yang pada dasarnya

terdiri dari empat aktivitas yang dijabarkan secara terpisah:

1. Privatisasi keuangan merupakan suatu jasa berkelanjutan yang diproduksi
oleh sektor publik

2. Privatisasi produksi jasa yang dibiayai vleh sektor publik yaitu pada
kontrak, bidang pendidikan dan berupa vouchers

3. Adanya “Dis-iasionaliszsi dan Penghapusan”, yang diartikan sebagai
penjualan perusahaan publik dan pemindahan fungsi pengelolaan
perusahaan dari negara ke sektor swasta

4. Adanya “Pembebasan” yang diartikan sebagai pelonggaran terhadap
“Status Monopoli” atau pengaturan terhgadap lisensi yang menghambat

sektor swasta dalam memasuki pasar yang disuplai oleh publik.’

2 Umar juoro, “Evaluasi Progam Privatisasi Di Indonesia”. Jumd Reformersi Skomori, Vol 3,

No. 2, (Jakarta: LSPEU, 2000), him. 64.

3 Indra Bastian, Privarisasi..., him. 19,
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Menurut Pirie, ide privatisasi melibatkan pemindahan produksi barang
dan jasa sektor publik ke sektor swasta. Pemindahan ini mengakibatkan

perubahan manajemnen  perusahaan  scctor public ke mekanisme swasta.

Privatisasi lebih merupakan metode, bukan semata-mata kebijkan final.

Scbuah regulasi yang merniliki kecenderungan untuk mengatur aktivitas
ekonomi sesuai mekanisme pasar. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas
dari sckedar penjualan assct publik lewat lelang publik atau penjualan

langsung Yyaitu termasuk juga berbagai carz lain seperti pemberian sub

kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian iisensi; kontrak

manajemen; perjanjiar penyewaan usalia, peralatan atau asset; perjanjian

usaha patungan {join! venlture).

Menurut Beesly dan Littlenchild, secara umum privatisasi diartikan

scbagai pembentukan perusahaan. Sedangkan, menurut Company Act,
privatisasi diartikan sebagai penjualan yang berkelanjutan dari saham milik

pemerintah ke pemegang saham swasta. Jadi ide privatisasi merupakan

konsep pengecmbangar :ndustri dengan meningkatkan peranan kekuatan

pasar.

Menurut Kay dan Thompson, privatisasi adalah suatu terminologi yang
mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta.
Perubahan yang paling penting adalah penjualan kepemilikan publik,
dercgulasi terhadap pengenalan kompctiéi ke status monopoli dan kontrak
melalui franchise ke perusahaan swasta terhadap produksi barang dan jasa

yang dibiayai oleh negara.’

et e

3 thid., him. 21.
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Melihat kondisi di atas, maka studi ini memilih konsep yang diajukan
oieh Beesly dan Littlenchild yakni privatisasi diartikan sebagai pembentukan
perusahaan dar sebuah kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada

alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien

serta menyerahkan kegiatan pembangunan ekonomi kepada sektor swasta,

Tujuan Privatisasi

Argumen dasar privatisasi secara ekonomis adalah alasan efiensi. Teori
tradisional selalu menyokong solusi pasar kompetitif bagi masalah organisasi
ekonomi, tapi juga mazngakui bahwa kehadiran monopoli mungkin telah
merusak konklusi ini. Xhususnya monopoli kebutukan dasar, seperti disektor
energi, transportasi dan komunikasi, di mana kompetisi tidak dapat
dipraktikan, Pilihan antara pemilikan publik dan swasta akhimya sampai ada
sebuah keputusan, apakah maniaat kepemilikan swasta yang mendorong
efisiensi ekonomi dan kebebasan dari campur tangan birokrasi pemerintah
lebih banysk dari manfaat kepemilikan publik yang mengontrol mcnopoli.
Scjak 1970-an argumen pandangan pentinrenya kepemilikan negara telah
pudar, Sementara the zeitgeist pada 1980-an mengarah pada pilihan bagi

kepemilikan swasta dan solusi pasar pada umumnya. Jadi satu tujuan

privatisasi adalah kepemilikan saham yang lebih luas. Alasan praktis iain,

adalah kegagalan model nasionalisasi. Namun bobot tujuan yang berbeda-

beda itu akan terefleksi dalam metode privatisasi yang digunakan. Yang

paling menyolok adalah pengembangan publik, di mana industri diubah
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menjadi sebuah perusahaan dan sahamnya dijual ke masyarakat. Alternatif
lainnya termasuk debt-financed manajemen buy-outs (membeli semua
saham), di mana perusahaan dijual ke manajemen yang ada, dan dijual secara
terbuka kepada perusahaan swasta lainnya.’

Privatisasi diargumentasikan meadatangkan keuntungan dalam bentuk
efisiensi dan produktivitas vang lebih tinggi pada peruschaan yang
bersangiutan. Pembebasan dari kendali pemerintah yang seringkali dengan
tujuan yang bertentangan dengan prinsip suatu perusahaan, memungkinkan
perusahaan yang bersangkutan lebih kompetitif untuk menghasilkan produk
dan jasa bahkan dengan biaya yang lebih murah dan kualitas yang lcbih baik,
lebih sesuai dengan kehendak konsumen. °

Sedangkan tujuan privatisasi dari perspektif ekonomi adalah sebagai,
kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen (economic freedom and
consumer sovcreignity); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan
dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada pihak swasta
sehingga pihak swasta dapat memberikan pelayanan publik yang terjangkau
oleh pelanggan. Serta meninghatkan efisiensi (improving efficiency),
perusahaan publik secara relative menunjukkan kinerja yang lebih buruk jika

dibandingkan dengan perusahaan swasta dalam posisi kompetisi secara

penggunaan modal dan tenaga kerja yang kurang efisien dan kurang

7
menguntungkan.

* Kuper, Ensiklopedia..., hlm. 338-839.
& {Jmar Juoro, «Evaluasi Progam..., him. 66.
? Riant Nugraha, Manajemen.... him. 70.
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Sementara menurut undang-undang maksud dan tujuan dilakukan

privatisasi adalah untuk:

1. Meningkatkan efisicnsi dan produktifitas perusahaan

2. Menciptakan struktur industri yang schat dan kompetitif
3. Menumbunkan iklim usaha dan kapasitas pasar

4. Menciptakan persero yang berdayasaing

Memgerluas kepemilikan masyarakat atas perscro

EJI

6. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang kuat.®

Privatisasi Dalam Perspektif Neoliberalisme

Kebijakan privatisasi selalu dikaitkan dengan peran bisnis pemerintah.
Dalam literatur, perdebatan mengenai ini dapat diklasifikasikan Jalam dua
kelompok ekstrern: perspektif Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, bisnis
diasutnsikan menjadi bagian dari pemerintahan sedangkan di Amerika
Serikat, mengasumsikan bisnis sebagai milik masyarakat. Artinya, peran
pemeriiitah sebagai fasilitator dan orgarizer. Perbedaan latar belakang
tersebut merupakan bekal untuk membentuk teori privatisasi.’

Dalam perspektif Amerika Serikat kebijakan privatisasi dipicu oleh
alasan kebututhan ekonomi. Pakar ekonomi, Friedman menempatkan
dinamisasi pemerintahan sebagai subsel proses ekonomi, dan kemampuan

teori ekonomi untuk refurbish laissez faire philosophy. Intervensi pemerintah

¥ Undang-Undang BUMN (UU RI NO. 19 TH. 2003), (Jakarta: Sinar Gratika Offset,

2003), him. 25.

9 Indra Bastian, Privatisasi..., him. 14,
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diizinkan dan praktik pemerintah lokal perlu didefisinikan kembali. Artinya,
ada tiga tema utama privatisasi di Amerika Serikat."

Tema pertama adalah analogi antara pemerintah dan monopoli swasta.
Pemerintah dikarakteristikan sebagai sebuah monopoli publik. Monopoli
publik ini sering dihubungkan dengan inefisicnsi, kurang peka dan mubazir
pada bagian internal manajemcn. Di sisi lain, karakteristik monopoli
pemerintali menyebabkan meningkatnya hegemoni teori ekonomi. Tema
kedua adalah regulasi pemerintah merupakan efek dari amii-consumer. Tema
ini mengacu paca kenyataan bahwa regulasi merefleksikan kepentingan bisnis
besar atau group professional yang cenderung untuk mempengaruhi legislator
terhadap lisensi dan batas cturan pemain baru dan kecil serta melegutimasi
aks: untuk mempengaruhi kompetisi industri. ‘Tema ketiga adalah perbedaan
antar  pertanggungjawaban  pemerintah  dan  provisi  pemerintah.
Pertanggungiawaban pemerintah terkait dengain administrasi barang-harang
publik yang terkait dengan praktik pemerintahan. Selain itu, usaha pemerintah
wntuk mengatur penggunaan barang-barang publik untuk kebutuhan publik
selalu dikaitkan dengan standarisasi pelayanan publik. Sehingga, pertanyaan
yang muncul adalah tercapainya standar terscbut dalam praktik pemeriatah.
Jika tidak tercapai, maka akan terjadi bisa oleh sifat ‘barang publik’ dan
distorsi pasar. Dari sisi ekonomi, bisa diartikan sebagai hasi! transaksi yang
berlainan di antara kepentingan individu para politisi dan birokrasi yang

mengimplementasikan kebijakan publik.

19 18id., hlm. 15.
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Kontras dengan situasi di Amerika Serikat, privatisasi di Inggris
didorong oleh inisiatif pemerintah. Kebijakan ekonomi dikendalikan oleh
ideologi dibandingkan dengan pendekatan secara ekonomis. Ideologi telah
dihubungkan dengan berbagai macam tujuan: kebebasan ekonomi, efisiensi
dan kepemilikan yang luas, Kebebasan ekonomi diartikan sebagai manajemen
privatisasi perusahaan yang bebas untuk melakukan investasi di pasar dan
konsumen bebas untuk memilih dengan tujuan efisiensi. Salah satu hal yang
paling krusial adalah pola kepemilikan perusahaan yaitu komposisi pemegang
saham. Dalam kontcks ini, privatisasi dianggap hanya menjual saham
perusahaan. Pola kepemilikan melalui saham telah meanjadi salah satu cara
meningkatkan keterlibatan masyarakat; lebih banyak saham yang diterbitkan
maka proses akuntabilitas akan menjadi lebth tinggi. De'am pemahaman
sosial (the societal sense), korporasi disebut menjadi lebih demokratis yang
artinya lebih terbuka dan secara langsung akurtabel terhadap publik. Jadi,
privatisasi telah merubah orientasi akuntabilitas dJari pemerintah dan
keterbatasan kepemilikan menjadi kepemilikan publik."

Privatisasi yang bertujuan untuk mengurangi keterlibatan pemerintah
secara teknis dalam pengelolan sumber-sumber perekonomian dibidang
usaha. Negara hanya berkewajiban untuk menjadi regulator yang
menciptakan aturan main dan etika usaha. Selanjutnya negara menyerahkan

seepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara diarahkan untuk [ebih

" thid, him. 6.
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memfokuskan pada kebijakan moneter, menjamin hak kepemilikan, dan
menyiapkan infrastruktur pendidikan dasar.

Kebijakan dercgulasi, misalnya ditujukan untuk memberi ruang bagi
kegiatan ekonomi secara lebih icluasa dengan menghilangkan banyak
peraturan. Kebijakar. deregulasi itu diperkuat dengan kebijakan liberalisasi,
baik disektor keuangan maupun perdagangan. Sedangkan kebijakan
privatisasi berfungsi untuk meminggirkan peran negara dalam perekonomian.
Kepastian berusaha bagi pelaku e¢konomi, diakomodasi dalam hak
kepemilikzn (properiy right). Kebijakan tersebut jelas menggambarkan
prinsip-prinsip liberalisme atau dalam pemilchan sistem ekonomi, sistem
ekonomi yang semacam itu Jikenal secbagai kapitdlisme atau liberalisme.
Menurut sistem ekonomi ini kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam
persaingan pasar bebas dipandang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat

sebagai sebuak: keseluiuhan daripada halnya kalau segala sesuatu diatw oleh

pemerintah.?

Pilar utama dari dari Neoliberalisme adalah bahwa aparatur negara
seharusnya tidak ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan pokok ekonomi.
Dalam pandangan Neoliberalisme segala intervensi pemerintah hanya

mengakibatkan  industri-industri tidak efisien. Sebaliknya paham

Neoliberalisme mengakui peran dari masyarakat sipil sebagai entitas otonom
yang terpisah dari ranah ekonomi dan negara. Masyarakat sipil bekerja

sebagai mekanisme solidaritas sosial dan membangun modal sosial.

2 A Habibullah, Kebijakan Privatisasi BUMN Relasi Siate, Market, dan Civil Sosiety,

{Malang: Averroes, 2009), him. 26-27.
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Kelompok-kelompok masyarakat sipil harus dibiarkan berkembang dan akan
berkembang jika tidak dihalangi oleh intervensi negara.'

Neoliberalisme sebagaimana kapitalisme dalam bentuknya yang lain
percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal kompetisi
bebas dalam sebuah mekanisme pasar. Kompetisi itu dianggap sebagai cara
efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat untuk
merncnuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa seianjutnya menjadi
indikator apakah sumber daya alam masih banyak atau telah habis. Murahnya
harga suatu produk menunujukkan persediaan masih banyak. Scbaliknya
harga mahal menjadi pertanda produk mulai langka. Dengan tingginya harga
membuat orang untuk menanam modal ke sana, oleh Karenanya harga
menjadi tanda apa yang yang harus diproduksi.

Secara spesitik, pokok-pokok pendirian neoliberalisme meliputi:
pertama, membebaskan perusahaan swasta dari pemerintah seperti dalam
bidang perburuhan, investasi, harga, dan semacamnya. Kedua, pemerintah
harus menghentikan subsidi kepada rakyat karena hal itu juga bertentangan
dengan prinsip pasar bebas. Oleh karena itu pemeriuntah juga harus
melakukan privaitisasi terhadap semua perusahaan miliknya karena pada
dasarnya perusahaan pemerintah dibuai untuk melaksanakan subsidi
pemerintah kepada rakyat dan menghalangi persaingan bebas. Ketiga,

‘kescjahteraan bersama’ dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak

dianut masyarakat ‘tradisional’ harus dihapuskan. Paham kesejahteraan

1 ppid., hlm. 29-30.
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bersama dan pemilikan bersama itu dianggap akan menghalangi

pertumbuhan.“

Metode Privatisasi

Di berbagai pemerintahan, proses privatisasi telah dissbarkan sampai ke
pemerintahan daerah. Di dalam praktiknya, latar belakang ekenomi dan
politik teryata amat dominan mempengarchi proses privatisasi itu sendiri.
Scbagai conioh di beberapa necgara Afrika, BUMN dan BUMD
mendapatkann kritik tajam tentang ketidakefisien, kekurangan, keah!ian dan
korupsi.15

Dasar pemikiran atau filosoft dari kebijakan privatisasi adalah

penckanan pada persaingan pasar sebagai sarana mencapai efisiensi dengan

pengalihan asset dari negara (pemeriutah) Kepada mesyarakat (swasta).

Pilihan privatisasi aiav swastanisasi dilakukan karena secara nawral
merupakan lembaga bisnis yang berorientasi kepada kountungan dan
efisiensi. Baik dalam teori ekonomi dan manajemen keuangan tidak ada cara
(metode) privatisasi yang sederhana dan dapat diterapkan untuk semua
1eadaan karena setiap perusahaan wmilik pemerintah memiliki karakteristik

yang berbeda. Metode privatisasi yang dilakukan di daerah lain juga tidak

selalu merupakan metode yang tepat untuk diterapkan karena masing-masing

" thid..
15 [ndra Bastian, Privatisasi..., hlm. 65-66.
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dacrah berbeda budaya dan tradisinya schingga kebijakan privatisasi harus

disesuaikan dengan lingkungan keadaan yang spesiﬁk.lﬁ

Dari beberapa pengalaman pelaksanaan privatisasi, ada beberapa

metods yang sering dipakai di Indonesia, sebagai berikut:

Penawaran saham kepada umum (public offering of shares). Penawaran
ini dapat dilakukan baik secara parsial maupun secara penuk. Di dalam

wansaksi ini pemerintah menjual scbagaian atau seluruh saham

kepemilikannya atas RUMN/ BUMD vyang diasumsikan akan teiap

beroperasi (going concern) dan menjadi perusahaan publik. Seandainya
pemerirtah hanya menjual sebagian dari sahamnya, maka BUMN

berubah menjadi perusahaan patungan antara pemecrintah dan swasta.

Pendekatan semacam ini dilakukan pemerintah agar masih dapat

mengawasi manajemen BUMN patungan tersebut scbelum kelak

diserah:kan sepenuhnya kepada swasta.
Penjualan saham BUMN/ BUMD kepada piliak swasta tertentu (private

sale of share). Di dalam transaksi ini, pemcrintah menjual seluruh atau

schagian saham kepemilikannya kepada pembeli tunggal yang telah

diidentifikasikan atau kepada pembeli dalam bentuk kelompok tertentu.

Dalam hal ini perusahaan juga diasumsikan sebagai going concern dalam

bentuk perseroan terbatas. Transaksinya dapat dilakukan dalam berbagai

bentuk, semisal berupa akuisisi langsung oleh perusahaan lain atau

ditawarkan kepada kelompok tertentu, misainya investor lembaga.

16 A Habibullah, Kebijakan Privatisasi..., hlm. 23.
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Privatisasi dapat secara penuh atau secara sepotong-potong dengan
kepemilikan campuran. Penjuaizn saham %epada swasta dapat dilakukan
sebelumnya atau kadang-kadang serentaz dengan penawaran Kkepada
umum.

Penjualan aktiva BUMN kepada swasta (sale of government or stafe-
owned enferprise assets). Berdasarkan dan metode erdahulu sector
swasta membeli saham BUMN yang tetap beroperasi (going concemm).
Pada metode ini, pada dasarnya transaksi adalah penjualan aktiva, bukan
penjualan saham perusahaan dalam keadaan tetap bercperasi/ berjalan.
Penjualan aktiva hanya sebagai alat untuk penjuaian perusahaan secara

keseluruhan. Jadi aktiva dijua! sccara individu atau dijual secara

bersama-sama sebagai scbuah perusahaan baru. Dalam beberapa kasus,
sccara tehnis aktiva tidak dijual, tetapi disumbangkan pemerintah kepada
perusahaan yang baru dibentuk dengan sektor swasta. Kemudian saham
yang diterima pemerintah dari penyumbang aktivs tersebut dijual kepada

masyarakat.
Reorganisasi BUMN menjadi unit usaha (reorganitation or break-up inin
component parta). Pada metode ini BUMN direorganisasi dan dipecah-

pecah atas beberapa unit usaha atau dijadikan holding company dengan

beberapa anak cabang perusahaan.
Pertambahan investasi baru dari sector swasta ke dalam BUMN (new

private investment in an SOE). Pemerintah dapat menambah modal pada

BUMN untuk keperluan rehabilitasi atau ekspandi dengan memberi
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kesempatan kepada pihak swasta untuk menambah modal. Dalam metode

ini pemerintah sama sekali tidak melepas kepemilikannya, tetapi dengan

tambahan modal swasta, maka kepemilikan pemerintah mengalami

dilusi. Ini akan menghasitkan perusahaan patungan swasta pemerintah.

Apabila BUMN tidak seluruhnya dimiliki olch pemerintah, tetapi scbagai

pemilik mayoritas jelas bahwa tambahan modal dari sektor swasta akan

menyebabkan pengikisan (dilusi) kepemilikan pemerintah di dalam

BUMN, yang pada akhirnya pemilik BUMN menjadi mayaritas swasta.

pembelian BUMN oleh manajemen atau Karyawan (management/

employee buyout)- [stilah managementbuyout biasanya dikaitkan dengan

pengambilan (akuisisi) pengendalian/  kekuasaan perusahaan  olch
sekelompok manajer. Atau kadang-kadang r.-ngambilalihan kekeuasaan

dilakukan oleh karyawarn pegawai perusahaan. Pengambilalihan

dilakukan dengan leveraged management/ employee buyout, artinya

manajemen atau pegawai boleh-boleh saja mendapatkan kredit bank
dengan jaminan aktiva perusahaan dan dengan kredit tersebut kekuasaan

rusahaan diambilalih. Di dalam pembclian BUMN oleh manajer atau

pe
pegawainya, biasanya !

an oleh manajemen dan karyawan. Kemudian

erlebih dahulu dibentuk holding company yang

sahamnya kebanyak

holding company akan mengakuisisi BUMN yang akan diswastakan

dengan dana modal sendiri (equity funds), dan dalam hal Jeveraged

buyouls, dilakukan dengan dana pinjaman.
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7. Kontrak scwa dan kontrak manajemen (lease and management contract)

menuit ret satieact I ~ T
¢ metode privatisasi ini BUMN mengadakan petjanjian atau

kontrak manajemen tcknologi, dan tenaga terampil dengan pihak swasta

untuk menangani aktiva milik BUMN sampai pada periode tertentu. Di

sini tidak ada pengalihan keremilikan aktiva pemerintah, perjanjian dapat
digunakan untuk menswastakan manajemen dan pengoperasian BUMN

schingga akan meningkatkan efisienst dan efektivitas penggunaan aktiva

atau kekayaan negara. Wwalaupun kadangkala dapat dianggap sebagai

langkah awal dari penswastaan penuh, kontrak mangjemen dan sewa

menyewa teknologi dan tenaga terampil sektor swasta, sifatnya adalah

hanya sebagai kebijaksainaan sementara, risalnya sampai BUMN berada

pada tingkat vang mnguntungkan. Dan seteiah i pemerintah dapat

an akan mempertahankannya atau menjualnya kepada swasta

memutusk
sebagal pcrusahaan yang menarik karena telah sehat dan mempunyai
kemampuan menghasilkan laba yang cukup baik, daripada dijual begitu

saja, sewaktu Kondisinya merugi. 17
Ada juga yang berpendpet bahwa metode yang dapat digunakan

untuk memprivatisasi, yaitu:

|. Privatisasi melalui pasar modal. Pemerintah menjual kepada publik
ham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada

semua atau sebagian sa

publik melalui pasar modal. Privatisasi melalui pasar modal dapat

dilaksanakan apabila BUMN bisa memberikan informasi lengkap tentang

(pandji AnOrage BUMN, Swasia Dan Koperasi, {(Jakara: Dunia Pustaka Jaya, 1995),

him. 46-47.
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keuangan, manajemen, dan informasi lain-lain yang diperlukan

masyarakat sebagai investor. Privatisasi melalui pasar modal akan

menghasilkan dana yang bisa dipakai untuk menutup devisit APBN

Namun tidak ada transfer pengetahuan, teknologi dan tidak ada

perubahan budaya kerja.

privatisasi melalui private placement oleh investor dalam negeri dengan
=)

penyertaan di pawah 50%. Pemerintah menjual sebagian kecil (kurang

dari 50%) dari saham yang dimiliki kepada satu atau sekelompok

investor dalam negeri. Calon investor pada umumnya sudah

diidentivikasi terlebih dulu sehingga pemerintah dapat memilih investor

mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.

Privatisasi melalui privaie placement oleh investor dalam negeri dengan

penyertaan di atas 50%. Penyertaan investor di atas 350% akan

u memiliki kekuatan antuk ikut menentukan

menyebabkan investor bar

kebijakan dalam menjalankan kegiatan operasional, akibatnya terjadi

pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi

regulator dan promoter kebijakan saja.

Public Offering. pemerintah menjual kepada publik semua atau saham

ang dimiliki kepada public melalui pasar modal. Umumnya pemerintah

sebagaian dari saham yang dimiliki. Strategi ini akan

Y

hanya menjual

menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah

Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN akan menurun.

dan swasta-
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Private sale. Pemerintah menjual semua atau scbagaian saham yang
dimiliki kepada satu atau sekelompok investor tertentu. Calon investor

pada umumnya sudah diidentivikasi terlebih dulu schingga pemerintah

dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner

nsahanya, Strategi ini sanyat fleksibel, tidak harus melalui pasar modal
Cocok untuk memprivatisasi BUMN yang merailiki kinerja rendah, yang
* =}

belum layak untuk melakukan public offering.

New privale invesimesi. Metode ini ditempu oleh pemerintah apabila

menghadapi keterbatasan untuk mengembangkan usaha BUMN terscbut.

Dalam hal ini, pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas

ctapi mengunGang investor untuk menyertakan modal, sehingga

BUMN, t

modal BUMN akan bertambah. Penambahan modal tersebut sepeuhnya

masuk ke BUMN, dan tidak ada dana yang diterima olch pemerintah

secara langsung. Kebijakan ini akan menyebabkan proporsi kepemilikan

saham pemcrintah atas BUMN tersebut meniadi berkurang. New private

investment cocok untuk mengembangkan BUMN, misalnya dalam

rangaka meningkatkan kapasitas produksi atau  menyediakan

infrastruktur. Jadi sasaran umumaya bukan untuk menjual BUMN,

K ontrakmanajemen. pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk
mengelola BUMN selama periode tertentu, dengan memberikan imbalan
tertentu (dituangkan dalam kontrak kerja sama). Perusahaan tersebut
harus pergerak di bidang yang sama, memiliki pengalaman yang cukup,

memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang lebib baik. Strategi




l\Ol‘lt j i

N elalui penlngkalan efisiensi dan atau efektivi
wvitas penggunaan

as
sct BUMN, (2) memperoleh keuntungan yang optimal, (3)
. s s transfer
manajemen, budaya kerja, skill, d
, , dan tcknologi. Tidak
. ada transfer

kepemililan dalam stratc i ini. Privati
e gi ini. Privatisasi yang di
g dilakukan han i
ya bersifat

privatisast pengelolaan, bukan privatisasi kepemiiikan

Initial Public Offering (IPO).Merupakan strategi privatisasi d
engan caia

menjual saham sebagian saham i
yang dikuasai pemeri
rintah kepada

investor publik untuk yang pertama kalinya. Artinya, sasham BU
, ssham BUMN

tersebut belum pernah dijual melaui
melaui pasar mcdat
pada  waktu

sebelumnya. Metode 1POdapat menghasilk
3 an dana segar dalam j
am jumlah
yang besarbagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atas B
® as BUMN

tersebut. Investor publik pada emumnya mem i
ya membeli saham untuk
) tuk (ujuan

investasi, dengan persentase kepemilikan yang :
¢ relative kecil. P
L S ada
ymumnya mereka tidak bermaksud ikut serta dala i
m kegiatan opersi
n oppersional
perusahaan. Dengan demikian IPO ini cocok dipili
ipilih apabila j
jumlah
saham yang akan diprivatisasi cukup besar, BUMN memiliki kond
ondisi
yang baik, memiliki kinerja inanajemen yang baik, tersed
’ rs5¢ ia.

keuangan
kan IPO serta cukup tersedia likuiditas

cukup waktu yntuk melaksana

dana di pasar modal.’®

, him. 186-197.

18Rjant Nugraha. Manajemen...
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E. Kcbijakan Privatisasi BUMD Di Indonesia

Ketika kebijakan privatisasi dijalankan hal ini berkaitan d
engan

eminimalisir peran pemerintah dalam bisnis, maka pembahasan privati
atisasi

pada level daerah tidak bisa dgilepaskan dari kebzradaan Badan Usaha Milik
a Milik

Dacrah (BUMD). Sebab dalam konteks Indonesia yang tercermin dal
am

amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan ne
. gara

mengambil  peran penting di bidang ckonomi untuk mewujudka
<an

kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat denga
= n

mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sementara pcrusahaa
-t n

daerah merupakan salah satu wujud keterlibatan pemerintak dalam kegiata
giatan

ckonomi.

1. Pengertian Dan { andasan Hukum BUMD
Istilah Badan Usaha Milik Daerah atau dicingkat BUMD tidak
gan kebijakan terkait dengan Badan Uszha Milik

terlepas dati perkemban

Negara. Peruschasn dacrah (BUMD) adalah badan usaha yeng distur

U. No. 5/1962 Tentang Perusa
agan UU No. 6/1969 tentang Pemyataan Tidak

haan Daerah. Namun kemudian UU

oleh U

No. 5/1962 ini dicabut 65
Undang-undang dan  Peraturan Pemerintah

Berlakunya Berbagai

Pengganti Undang-undang, yang ternyata sampai saat ini tidak ada
penggantinya. Dengan demikian tidak ada satupun peraturan yang
mengenai Perusahaan Daerah.

mengatul
dis formal, perusahaan daerah adalah satu-satunya

Namun secard juri
g disediakan oleh Undang-undang bagi usaha-

uk perusahaan yan

bent
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usaha pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Artinya apabil
' abila

Pemda ingin meningkatkan pendapatan daerah dengan jalan mendirik
ikan

perusahaan, satu-satunya wadah yang tersedia hanyaiah melalui
akui

perusahaan daerah. Pemda tidak diperkenankan mendirikan badan usah
saha

lain, seperti CV, PT ataupun Firma. Sebab perusahaan daerah pad
a

umumnya merupakan perusahaan dimana sebagicn ataw  seluruh
ru

modalnya adalak milik Pemda setempat, dengan konsckwensi yuridi
idis

struktur perusahaannya berbeda dengan perusahaan umumnya 19
Di lain pihak. stilah BUMD tefah tertuang baik dalam Peraturan
agri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum BUMD, iertuang

mor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi

Mend

dalam Undang-Undang No
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
miaupun dalam panyak Undang-Undang Sektoral sepertt UU 1/2004

tentang pPerbendaharadd wogara, UU Kelistrikan, UU Minerba, UU
Pelayaran. yu Jalan, dan sebagainya. Berdasarkan UU 5/1962

ahaan Caerah adalah perusahaan vang selureh atau sebagian besar

i kekavaan due

Perus
i yang dipisahkan, Menglngat

modalayd perasal oi
herada di bawah tanggungjawab

pcmcrintahan dacrah

bahwa pembinaan
turan pelaksana UL 5/1962 diterbitkan

maka pera

lastruksi Mendagri, Keputusan Mendagri

Menters Dalam Negeri,

Sejak terbitnya Uy /1995 tentang

roan Terbatas dan Pcnﬂcndagri Nomor 31999 tentang Bentuk

Perse
pdriyani, “Privais Bad"."kscgssar:pﬁmgﬁ. Dacra",  fonline),  (htp://vww.
garuda.dikti.go.id/jumalfdclil/idfz.htm). dia




1 aaliy o
lukum BUMD, maka sebaglan BUMD ada yaug berbentuk Pers
- erseroan

Terbatas, scperti misalnya PT. Jaya Ancol, PT. Riau Airlines, PT. R
, P, Ratax,

dan lain-lain.m

Pendapatan Asli Dacrah  scbagai sunber penerimaan d
aerah

berdasar ketentuan pasal ¢ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mak
maka

dapat dijelaskan bahwa salah satu sumber PAD adalah hasil pengelol
gelolaan

kekayaan yang dipisahkan.z' Hasil pengelolaan daerah yang dipisahk
ulpisankan

meliputi laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. H
cetiga. Hal

tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 157 huruf a angka (3) Und
; undang-

undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang

“Y T
ang dimaksud dz i
g d.,ngan hasil pengelolaan

menegaskan sebagai berikut

kckayaan daerah yang dipisahkan antara 1ain bagian dari laba BUMD

hasil kerjasama dengan pihak ketiga”. L

Sedang pembcntukan BUMD bcrdasarkan undang-undang nomor 32
& lany F

tahun 2004 teniang Pemerintah Daerah adalah dengan Peraturan D
aeran,

hal ini sesual dengan pasal 177 yang menentukan sebagai berik
rikut

«pemerintah daerah da
san ke emilik -
pe pemilikan, dan atau pembubarannya

pat memiliki BUMD yang pcmbentukan

pcnggabunga“’ pele
n Perda yang berpedoman pada peraturan perundang
g-

ditetapkan denga

undangan’-

2 pudi Ermawan, weakilas Sejarah aUMD” foating), (HUpAVW sekilas-sejarah-bumd
drdn-ouind.

htm), diaks
21

as & April 2011.
Tim penyusun, Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, {Yogya: Pustaka Pelaj
ya. elajar,

2605}, him. 294.
22 Tim Dahara

emarang:

Undang No. 32/2004 Tentang Pemda Lengkap De
ngan

Prize, Undang:
2006), him. 203

Penjelasannyd. S Dahara Prizé,
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2. Perkembangan BUMD

Salah X jak F

I - - . D -

perusahaan milik daerah diharapkan dapat berfungsi seb
g agai pemacu

utama pertum
pertumbuban dan pembangunan ekonormi daerah (
engine of

growth dan se i
bagai center of economic activity). Dart sisi
. stsi ekstemn
al,

domestik
ik mampu mendorong  pertumbuhan  ekonomi d
aerah sert
a

meningkatkan mudtiplier effect yang besar.

Pemerintah harus mampu memberikan iklim atau s
a uasana yang
=

Londusif untun berinvcstasi dan berusah
a. RUMD hendak
nya dijadikan

badan usaha milik daerah yang profesional ti
al tidak dijadikan
sebagai alat

politik “sapi perahai”. Bahkan hendakn

ya BUMD bisa ;
menjadi
t agar masayarakat di daerah memiliki

i rasa

pengayom masyaraka

(ikut memiliki dan memelihara)
terhadap kebera
daan

pemcrintah daerah dafat dilibatkan dalam kepemilik
milikan

“}mnderbem“

nJMD, maka

misalnya dalam bentuk pemberian saham. Hal terseb
. ersebut

perusahaan,
asyarakat daerah |

bukan menjadi ajang konflik dari penjarahan.??

supaya m kut menjaga dan melindungi BUMD

sehingga BUMD tersebut
aerah sebagai pelaku ekonomi mencakup berb
p berbagai

Perusahaan d

kegiatan perekonomian yang luas. Tidak hanya terbatas
pada penyedi
yedlaan

sar m asyarakat daerah. Jenis-jenis perusahaan daerah
era
yang

kebutuhan da

Oronomi & pManajemen Keuangan Daerah, (Y
» (Yogyakarta: Andi, 2
+ Andi, 2004),

23 Mardiasmo,
him. 154-155.
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terdapat di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan; penyediaan air mi
’ minum,

pengelolaan persampahan, pengelolaan air kotor, rumah pemot
s ongan

hewan, pengelolaan pasar, pengelolaan obyek wisata, pengelolaan
sSarana

wisata, perbankan dan perkreditan, penyediaan perumahan d
an

pemukiman, penycdiaan b ansportasi, industri dan jasa lainnya

Dalam banyak kasus. kontribusi bagiar. laba perusahaan daerah
! aerah

belum memberikan andil yang cukup signifikan bagi peningkatan PAD

aerah justru membebani APBD karena

Bahkan beberapa perusahaan d

harus tcrus disubsidi sementara laba yang dihasilkan elatif Lecil
vecl

ngga belum bisa memberikan dividen yang berarti bagi daeral
1.

perusahaan daerah scperti itu, ada beberapa

sehi

Memang tidak semud

perusahaan daerah yang majl terutama yang bergerak di sektor

i Bank DKI, Bark Jabar, dan Bank Pecmbargunan

perbankan, sepe
Daerah pada umumnya. Jika di sektor perbankan cukup maju, tidak
halnya dengan perusahaan daerah yang bergerak di sektor riil

demikian
perusahaan daerah di sektor riil, seperti properti

Masih cukup panyak

i olahan, jas& dan sebagainya yang kondisinya memprihatinkan

industy
nasalah terhait dengan kinerja perusahaan daerah

Terdapat peberap? |

Jemahny2 profesionalisme, permasalaban  kultur

antara lain;
pemerimahan (birokrasi) dan kultur organisasi (bisnis) yang tidak
g, ketidakhamlonisan hubungan pemerintah scbagai prinsipal

mendukunl
nanajemen sebagai agen, kedudukan hukum perusahaan daerah

dengan
rvensi politik yang terlalu besar, sistern rekrutmen

rang jelas, inte

yang ku
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pegawai yang Kurang transparan dan kompetitif, pemilihan dircksi yang
tidak melalui prosedur uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)

tetapi berdasarkan kedckatan dengan kepala dacrah.?*

Untuk meningkatkan Kkontribusi  peruszhaan daerah  terhadap

pencrimaan PAD perlu dilakukan upaya peningkatan profesionalisme,

efesiensi, profitabilitas dan bahkan privatisasi perusahaan daerah. Kesan

bahwa “birokrat tidak bisa berbisnis” harus diubah dengan semangat

“pirokrasi wirausaha” dan pengadopsian icknis serta gaya manajemen

modern ke dalam perusahaan—perusahaan daerah. Memang keberadaan
pcrnerintah bukanlah berdagang untuk mencari laba sctinggi-tingginya,

namun memberikan pelayanan publik secara adil, merata, efisien, dan
orkualitas. Tetapi perlu diingat bahwa pe-yediaan pelayanan publik

yang berkualitas tidakiah aratis, butuh biaya yang besar. Sementara itu

biaya pelayanan tidaklah mungkin dibebankan seluruhnya pada

masyarakat, sehingga perlu dicarikan dari sumber-sumber yang lain.

Perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang diharapkan

mampu memberikan kontribusi yang signifikan sehingga kemandirian

pemerintah daerah meningkat dan pada akhimya mampu memberikan

pelayanan publik yang berkualitas.”’

{ andasan Kebijakan Privatisasi

privatisasi untuk tingkat pemerintah daerah di Indonesia ini cukup

memungkinkan, karena tiap pemerintah daerah mempunyai perusahaan

2% Mahmudi, Mangjemen.... him. 26.

5 1hid.
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daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD

tersebut kebanyakan mengalami inefisiensi dalam pengelolaannya dan

membebani anggaran dacrah.

Melihat realitas itu, privaticasi perusahaan seakan menjadi suatu

kemiscayaan. Ada beberapa manfaat dari privatisasi BUMD. Pertama,

akan mengurangi beban anggaran daerah {APED). Kedua, akan

meningkatkan efisiensi kinerja BUMD. Pcningkatan efisiensi tersebut

sangat mungkin terjadi, karena dengan privatisasi berarti psrusahaan

daerah tidak bergantung dari APBD. Ketiga, akan merangsang terjadinya

kompetisi bisnis di tingkat daerah. Dengan privatisasi berarti kemudahan

dan fasilitas yang semula dimiliki olch BUMD akan berkurang, sehinggs

kondisi ini mensejajarkan dengan kondisi perusahaan swasta di daerah.
Akibatnya, kompetisi bisnis akan meniadi menarik dan bisa merangsang
investasi di tingkat daerah, Dampak selanjutaya bisa memberikan

multiplier efek yang cukup besar bagi daerah, schingga perckonomian

daerah akan berkembang.”®

Selanjutnya motivasi yang kuat dalam melakukan privatisasi
disebabkan oleh dua hal yaitu adanya kesadaran dari pemerintah tentang
keterbatasan ketika pemerintah  campur tangan dalam pengelolaan
perusahaan mitik pemerintah seria munculnya kesadaran bahwa kegiatan
pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini seharusnya sebagian

/ H i Ketergantunpgan ke Pusat® ;
«privatisasl BUMD, Kurangl X -4 2 e Pusat®, (online},
26 pastomo Agé}galifi'ostcc 2/17/¢5.htm), diakses 12 Marct 2011. )

k/2002/1
(http:/lwww.balipost.oo.l ta




e T T Pl it e e e —
—

discrahkan pelak
pelaksanaannya kepada sektor swasta agar
penggunaan

sumber daya lebih efisein.”’
Bank i
Dunia dalam rekomendasinya kepada pemerintah |
ah Indonesia

men atakan t } | i i f
y u;uan prwaUsas: ada[ah meningkatkan
|+ ISiEI‘ISi dan

investasi di
di bawah pengelolaan manajercn Swasta,
G meningkatkan

pendapatan perusahaan negara yang di privatisasi
g di privatisasi sebagai perubahan

cra i i ili
peran  pemerintah dari pemilik badan usaha menjadi
i regulator,

d 1 reen

usahanya pada pelayanan  public  dan untuk  me
mpromosikan
pengembangan pasar modal nasional.”
Sementara dalam perspektif kebij i
jakan publk, privati :
ik, privatisasi mem .
punyal

an yang cukup strategis di
5 antaranya adal
ah pertam

arah kebijaki

sebagal demokras kcpemilikan (creating a share-owning d
emocracy),
¥

untuk membangun perekonomian yang demokratis, pemeri
s rintah dapat

melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dal
alam proses

pembangunar. Kedua, mengurangi doniinasi  kelompok pe
ngusaha

(reducing trade union power), pemerintah :
* yang dilakukan :
pemerintah
diharapkan dapat mengurangi domonasi pasar
yang selama ini dikuasai
uasai
pengusaha ata beberapa lembaga yang ditunjuk pemerintah. K
. Ketiga,
menghapuskan sosialisme dan kolektivisme (defiati
ting socialism a
nd
collectivism); privatisasi yang dilakukan pemerin
tah merupakan
salah

., him. 14.
rivatisasi

27 pdra Bastian, Privatisasi.-
2 5 Habibullah, Kebijakan P
2009), hal. 88.

(Malang: Averrocs Press,

BUMN Relasi State, Market Dan Civil Soci
ey
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satu kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi dominasi
asi negara

terhadap publik.?’

4. Pengalaman Privatisasi BUMD

Sementara itu, di tingk
, gkat daerah, Kesadaran
untuk memperd
: ayakan

BUMD juga mcnunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Analogi d
. i dengan

fenomena yang terjadi pada BUMN, maka BUMD kian didoron
u g untuk

menaikan ehsicnsi dcngan cara i
, mengimplementas' <
ikan corpo
rale

’ :,a"g rncngacu pada the best § & j t
actice per ac G
perusanhacn. [Xalam hal

inilah, privatisasi menemukan relavansinya den
g sehat
dan menarik keuntungan serta diharapkan mampu memberik
rikan

Lontribusinya terhadap perekonomian daerah.”

i telah mendorong perusahaan publik menjadi lebih efisi
! ! ien

Privatisas
dan lehih menguntungkan. Bagi perusahaan keberhasilannya bisa dilihat
a
dari kondisi Leuangannya yang semakin baik. Selanjutnya privatisasi
isasi

k tingkat pemerintah daerah di Indonesia ini cukup memungkink
an,

untu
h daerah mempunyai pcrusahaan daerah. Sebab

karena tiap pemerinta
ngannya BUMD justru menjadi salah satu titik lemah

dalam perkemba
keuangan daerah. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan Setyawan

(2000), memberikan temuan-temuan menarik terkait denga
n

dan Riyardi
a, BUMD di beberapa
n dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka

Kinerjany Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta

ternyata tidak efisie

Manafemen Privatisasi..., him. 69-70.

29 Riant Nugraha,
Kebijﬂkaﬂ.ul

30, Habibullah. him. 7-
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berikan terhadap APBD tidak sebanding dengan asset yang dimiliki

i

Rata-rata sumbangan terhadap PAD kurang dari | persen’

Untuk itu privatisasi BUMD scakan menjadi sualu keniscayaan. Ad
¥ . Ada

beberapa manfaat dari privatisasi BUMD. Pertama, akan mengurangi
: gurangi

beban anggaran dacrah (APBD). Kedua, akan meningkatkan efisiensi

hinerja perusahaan. Peningkatan efisiensi tersebut sangat muegkin

terjadi, karena dengan privatisasi berarti perusahaan dacrah menjadi
1

mandiri dan tidak bergantung dari APBD.”*

Privatisasi BUMD, seperti yang sudah dilakukan terhadap BUMN

bukan sekedat kekhawatiran semua belaka, sebagai contoh Kkasus

privatisasi PDAM DKI Jaya, yang kini mayoritas sahamnya dikuasai

oleh korporasi asing (RWE Thames can Ondeo Suez). Kondisi obyektif
yang dapat saja menjadi rasionalisast privatisasi adalah rendahnya kinerja
birokrasi (Pemda) yang uerlebihan dan

BUMD akibat intewcnsi

kelangkaan pembiayaan atay terjebak utang.
[tustrasi yans paling mudah masih seputar PDAM adalah dari 293

ya 29 yang berada dalam kondisi sehat. Sisanya

pDAM di Indonesia, han

g utang sebesar Rp 4 triliun kepada

dalam keadaan menanggul

pemerimah' Jumliah itu semakin melonjak pada 2004, utang seluruh
PDAM mencapai Rp 5.3 iriliun. Berbagai masalah tersebut dinilai akan
¢ kinerja PDAM yang pada akhirmya akan memperpuruk

menghamba
31 Anton Agus Sctyawan dan Wahvono, “Pengukuran Kincrja Keuangan BUMD Dengan
Metode DEA (Studi Empirik Padé BKK KAB SRAGEN) % (ontine( hutps//www.scribd.com)

ber 201 '

. m T 0 - . .
diakses 12 Des¢ wprivatisasi BUMD, Kurangi Ketergantungan ke Pusat”, Bali Post

A astomo Alls e i alipost.co.id), dial
Sesember ZUU4 (hitp:/iwww.ba iposi.co.id), diakses 12 Desember 2010

(onfine}, S€1a5% 1
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M

a . ol
yang sering dikeluhkan masyarakat, tentu akan menjadi a
munisi bagi

perlunya pelibatan juas korporasi di sektor publik

Namun. ceritanya akan lain ji
jika pemerintah dan D
PR belajar dari

kenaikan tarif air seba
gai dampak nya.d privatisasi
PDAM Jaya. Wi
ater

charge, yaitu imbalan yang dimi
. g diminta swasta, selalu lebih ti
ih tinggi dari tarif
air yang dibayar warga. Selisih yang terus terjadi tiap bulan dit
1 dihitung

sebagal utang Yans hanya akan terbayar dengan menaikkan tarif.
arif. Jlka

PAM Jaya/Pemerintah Provinsi DKI jakarta mengakhiri kontrak,
¢, mereka

us membayar kepada swastd seluruh investasi yang (diklaim)
im) tefah

har!
ditanam di jndonesia dan keuntun i
gan (prospektif) dari s
eparuh sisa ma
sa
kontrak yang nilainya sering disebut-sebut Rp 450 miliar 33

Selanjutny2 privatisasi PDAM Tirta Kepri sebuah perusahaan d
can daerah

PDAM Tirta Kepri bergerak dibidang jasa

Provinsi Kepulauan Riau.

pelayanan air minum. Ditinjau dari aspck hukum, PDAM dibe
' ibentuk

UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Und
, ang-

berdasarkan

g Nomor 7 Tahun 2
16 Tahun 2005 ftentang Pengembangan Sistem

Undan 004 tentang Sumber Daya Air. Peratu
* ran

pemerintah Nomor
penyediaan Air Minum (SPAM) dan Perda No 4 Tahun 2008 t
entang

PDAM Tirta Kepri. Pada perjalanannya, tercatat sebagai
agal

pendirian

aan jasa pelayan
but memperlihat indeks kinerja yang baik dan teruk
CruKur,

perusah an air minum terbaik di Indonesia karena kiner)
erja

pcrusahaan terse

“BUMD Demokralisasi UuD 19457, (onli
] ne
e hoes 12 Desember 2010;- ), Selasa 17 Desembet

nom: kerak

33 pwan San

2010, (http://wWwW- ko yatan.com),
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Salah satu indikator keberhasilan itu adalah cakupan pelayanan PT. Tirta

Kepri sebesar 80 persen. Rata-rata cakupan pelayanan secara nasional

sebesar 40-50 perscn.

Privatisasi air muncul dengan dikembangkannya prinsip air sebagai
B

komoditas ekonomis, karena jumlahnya kian terbatas dan diperebutkan

pendudik yang semakin padat hingga hari ini. Banyak pihak yang tidak

setuju dengan privatisasi BUMD karena Air merupakan bagian dari

Tanah dan kekayzan alam sebagai pemenuhan kebutuhan sosial yang di

atur olch negara. pasal 33 UUD 1945 Ayat 3-sebenarnya menjamin hak

rakyat atas air. Namun, hak itu akan terampas dengan privatisasi air itu

karenz bila jadi akan dikuacai oleh pihak suwsta. Tetapi tidak sedikit pula
pihak-pihak yang setuju dengan privatisasi itu mengingat PT. ATB di
Batam telah membuktikan pelayanannya yang jauh lebih baik daripada

pelayanan PDAM di daerah lain. Ada yang setuju bila tarif air PT. ATB

lebih besar dibanding tarif PDAM, karena sesuai dengan pelayanannya.
Tetapi ada pula yang tidak setuju bila PDAM Tira di kelola oleh swasta

karena dapat memberatkan pelanggan dalam hal membayar satuan kubik

g digunakan. Terlepas dari pro dan kontra yang jelas privatisasi di

air yan
bidang air minum di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem

PenyCdiaa“ Air Minum (SPAM). Di kedua aturan itu dijelaskan bahwa

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

pcroranga"v
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Badan Usaha Swa
sta dan Koperasi da
pat mengelola SPA
M. Hal terseb
ut

sejalan dengan prinsip-pri
n prinsip- i }
gan prinsip-prinsip anti monopoli usaha oleh
eh orang m
£ maupun

badan usaha tertentu.™

F. Tingkat Keberhasilan Privatisasi

Untuk menilai i i
ilai keberhasilan privatisasi diparizkan suat
. I ma :
Kinerja antara sebelum dan ivati | e
sesudah privatisasi. Model yang di
1gunakan
melakukan pe i io pri o
perbandingan adalah rasio privatisasi. Rasio privati
isast ini selain
digunaka < )
g n untuk membandiiigkan dan menilai efisiensi coss m
SI maupun reven,
ue

dengan memfokuskan pada komposisi cost dan trendnya sert
a pengukuran

akan

cost dalam hubungannya dengan produk atau firal owpus, j
ut, juga digun
untuk mengukur distribusi financial b
enefit yang akan diteri
iterima oleh

siakeholders. Dalam rasio privatisasi ini cost akan dibedak
akan menjadi
i
external and internal cost, capitai dan labour cost. Untuk mensid
. ngide;itifikasi
Si

distribusi antara berbagai macam /
am inferest group dan i
menunjukan h
ubungan

antara kinerja dan distribusi maka digunakan value added
accounting d
an

cash flow analysis. 33

Berikut rasio privatisasi:

[. Purchase/Sales
Rasio Purchase/ Sales menunjukkan kemam
. puan perusahaan d
alam
njualan dengan sejumlah biaya tertentu. Secar.
. a umum

rasio antara purcha:
asi PDAM Tirta Kepri”, (online}, Selasa 17 D b
esember

uPcrI ukah Privall's
12 Desember 2010

him. 224.

3 Khﬁl’jUIi,
com), diakses

2010, (laskarair.blogspot-
35 |ndra Bastian, Privatisasi...,
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manajemen perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan efisiensi apabila

mampu menghasilkan sales (penjualan) yang tinggi dengan purchase

{(biaya) yang rendah. Schingga untuk menilai baik buruknya efisiensi

perusahaan maka difakuken perbandingan rasio ini antara sebelum dan

sesudah privatisasi. Kenaikan rasio privatisasi berarti menunjukkan

bahwa terjadi kenaikan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan
=

kenaikan pembeliaii. Hal ini menunjukkarn efisiensi perusahaan semakin

meningkat.

Labour/ Value Added

Rasio fabour/ varue added menunjukkan kontribusi tenaga kerja dalain

memberikarn nilai tambah bagi perusahaan. Rasio ini akan menunjukkan
tingkat produktivitas yang mampu dihasilkan oleh tenaga kerja dalam
operasi pcrusahaan. Jika rasio labour/ value added ini makin besar berarti
produktivi!as tenaaa kerja perkaitan dengan sumbangannya terhadap
ga semakin besar. Jumlah tenaga kerja yaug

e added perusahaan u
m teknologi sangal mem

valt
memiliki skill dala pengaruhi kontribusi tenaga

ter2ga kerja yang memiliki skill dalam teknologi

kerja. Jika jumlah

a kontribusi tenaga kerja yang disumbangkan kepada

makin besar mak

semakin besan karena berarti biaya yang ditanggung per

perusahaan juga

tenaga kerja semakin rendah.

Value Added
added menunjukkan share capital

p value added (nilai tambah) perusahaan. Rasio ini

working terhada
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berkaitan dengan cfisiensi perusahaan dalam menggunakan asset
setnya

untus Me ik HR H
k menghasilkan output. Jika rasio antara capital maintenance d
ce dengan
1=

value added ini semakin kecil '
maka perusahaan semaki
makin efisien. D
. cngan

demikian dapat dikatakan bahwa share capital maintenance terhad
adap

valve added fund Juga makin besar. Rasio antara capital mainter
; ance

dengan value added ini tidak bisa lepas dari pengaruh investasi d
1 dan

teknologi. Biasanya jika perusahaan scring mengembangkan investasi
cstas
ntara capital maintenance

terutama dalam reknologi maka nilai rasto a

dan value added ini juga akan besar.

Profit/ Value Added
J menunjukkan kontribusi profis terhadap nilai

Rasic profit! valie adde

tambah yang dihasilkann oleh perusahaan. Dari nilai rasio ini akan dapat
dilihat tingkat efektivitas perusahiaan dalam menghasilkan laba yang akan

n kepaca pare staxeho

jam menghasilkan profit. Kenaikan

didistribusika Jaers. Semakin besar rasio berarti

perusahaan semakin efektif da
a merefleksikan kenaikan dalam sales revenue

proﬁtabilitas perusahaa

dihasilkan oleh perusahaan.

dan volume output Yang

Cost 10 Custumer
Rasio ini menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh pelanggan
perusahaan. Perusahaan dikatakan naik jika memiliki rasio

akibat operast
rtinya beban yang harus ditanggung olch

cost 10 custumer kecil. A
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BAB III

SISTEM KEPEMILIKAN EKONOMI ISLAM

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam

1. Pengantar IImu Etonomi Islam

Istitah ekonomi berasal dari pahasa Yunani: oikos dan nomo
s yang

. - - 1
berarti tata jaksana ~ymah tangga- Sedangkan secara istilah, terdapat

k definisi yans diber
aitu economic is study

ikan oleh para pakar ekonomi. Namun menurut

banya
of mon kind in the ordinary

Alfred Marshal ¥
uatu studi mengenai umat manusia pada

Ekonomi adalah s

pusiness life.
2 Qn
gave M. Dagun merumuskan ekonomi

kehidupan bisnis Yang biasa.

aha mempergunak
nusia. Pakar ekonomi neo-

sebagai suAtU us an sumber daya secara rasional untuk

hi kebutuhan ma

klasik terkemuka, Lord

memenuh! K=
Robbins memberikan definisi ilmu ckonomi sebagai kajian tentang
peritaku manusia cshagai hubusgan antara tujuan-tujuzn dan alat-alat

pilihan dalam penggunaannya.

yang mengandung
pat tujuan aktivitas manusia, yang wacana

yang langka

Dalam dcﬁnisi tersebut terda
pada pemua

at bahwa ilmu ekonomi ity ilmu memilih

pciuas

ekonomi parat terbatas . marerial, tanpa spiritual
Gelanjutny® dart devinisi ity dicat
). pilihan dalan:

penggunaan sumber daya, dan menurut

4
n atau kelangkaan sumber daya itu

(mxdy of choic

ersebut di karend Keterbatasa

pengeman ekonomi, Pratama Raharjo, Dosen

hwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang

o rm, (J . Prenhallindo, 2002), him. 15.
(Purwokcrto Universitas Jenderal Soedirman,

| Carla poli, P
2 Sukarsih,

2003), hlm- 5-
50
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mcmp“:laiai .I . i ivi

untuk menggunakan sumbe
r daya yang langk
gka dalam upa i
ya meningkatkan

kualitas hidupnya.’

Iadﬂ dasa h‘ inisi i g:\

definisi ilmu ekonomi di atas. Dalam bahasa Arab, kata yang d
* ang igunakan

rntuk istilar eionomi adal it
Hah ah igtishad, yang arti
8 inya hemat da
n penuh
perhitung2n. Saiah satu pakar ekonomi
omi Islam terkemuk
a M. Akram Kij
han
Islam sehagai berikut; «Islamic

urerumuskan pengertian ekonomi

economic aims 10 the study of hwman fal
: - ah (well-being) -
achieved b
Y
organizing the resources of the earth on th 7
e basic of coo .
peration and
participation » atay ilmu ekonomi Islam bertuj
juan untuk melakuk
an kajian
hagian hidup manusia (human fal
ah) yang dicapai
apai dengan

n sumber daya alar
ngatakan, ekonomi Islam didefinisikan
2>

tentang keba
n atas dasar gotong royong dan

mengorganisasika

partisipaqi. Umer Chapra me
getahuan vang membarntu upayz realisasi kebahagi
gian

sebagai scbuah pen
tribusi sumber daya yang terbatas yan

ui alokasi dan dis

manusia melal
coridor yang mengacy pada pengajaran Islam ta
npa

berada dalam
du (laissez faire) atau tanpa perilaku makr
0

mcmberikan kebebasan indivi

berkesinambun dan t : .
g anpa ketidakseimbangan

ekonomi yan gan

Hngkunganf
_ defi .
beberapa efin ekonomi konvensional

m, dalam banyak h

isi tersebut; baik definisi

Dari
al memiliki kesamaan dengan

maupuft ekonomi Isla

Sharia Economic: Pengantar Lkonomi

An Introduction To The

d Hidaydb
. = 2010), hIm- 20.

3 Mohamma
Syariah, (Jakarta: zikrul Hakim.
1 thid.,




ilmu ekonomi konvensional,

manusia dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang

menyangkut pilihan terhadap sumber daya guna tersebut guna memenuhi

|
|
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yakni sama-sama menyelidiki perilaku f
sia. Tetapi dalam ekonomi Islam tujuan aktivitas ekonomi

kebutuhan manu

ditetapkan dengan jelas, tidak hanya mencapai kebahagiaan duniawi dan

ukhrawi yang seimbang, fetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial

ekonomi.
[de sentral yang membatasi ilmu ekonomi Isiam, dan yang

berbeda dengan jlmu ekono
masukkan secara eksplisit nilai-nilai etika

menempatkannya mi (neo klasik) positif,

adalah desakannyd untuk mMe
pada agama dalam sua
iras filosofis ide ini dari sudut

yang didasarkan t frame work analisis yang
in menetapkar valid

terpadu. Tetapi scla
a harus memiliki kemungkinan unti}

pandang Islam, 12 5% ’
-situasi kehidupan riit agar bisa memberikan

dihubungkai dengan situasi

itas obyektif atas pernyaiaan spesifik tentang ilmu

klaim valid pernyataan-
Hal ini karend pernyataan-pemyataan demikian itu, baik
maupun faktual, dapat d

muslim. Untuk tujuan ini,

ekonomi [slam.
ibuktikan sejalan dengan

dari keputusa® nilal
a1 masyarakai

fakta-fakta yang adu dalar
diperkenalkan dua konsep kunci, yakni konsep Kehadiran Tuhan dan
masyarakat muslim Y& hidup riil Kedua, konsep ini pada dasamya
merupakan proposisi empiris dalam arti hahwa secara faktual dapat
dibeuktikan sebagal ben?f atau salah.’

i Islam, terj. Sai
pem e Earo sl 5 S50 A

(Yogyakarta: Pus
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2. Metodologi Ekonomi Islam

j .
Tujuan utama dan metodologi adalah
membanty m i
encari

k - .
ebenaran. Islam meyakint bahwa terdapat dua sumber keben
aran mutlak

yang berlaku untuk setiap aspek kehid
upan pada setiap ruvan
g dan waktu
yaity al-Qur’an dan Sunnah. Keben i ’
. aran suci ini akan m
. endasari

peagetzhuan dan kemampuan manu :
sia dalam :
proses pengambilar

keputusan ekonomi. proses pengambilen keputusan inilah yang diseb
isebut

rasionalitas lslam.‘"

sebagai
sis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai
enai

Setiap anali

pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikal
n

perilaku para
putusan ekonomi, setiap pelaku selalu

alam pcngambilan ke

bahwa d
an bersikap secara rasionai. Misainya, keputusan

berpikir, bertindak d
memilin salzh satu dari

mbangan rasionalitas bahwa dengan

seszorang untuk barang scjenis yarg lebih murah

asarkan pada perti
raannya akan meningkat dan ia tidak peduli

harganya did
i maka kesejahte
penycdia barang. De

n rasionalitas ini sangat dominan

tindakan in

n ke sej ah teraan
pertimbaﬂga

mikian pula pada aktivitas

denga

ekonomi  lainayd

a otas dasar aksioma-

Rasionalitas lSlam
ri agama Islam. Meskipun demikian

erivasikan da

erupakan kaidab
garis besar sebagai berikut:’

oma yang did
yang berlaku umum dan

aksi
beberapa aksioma ini
universalitas agama {stam. Secaid

Grafindo Persada, 2008 ), him. 27

p3EL Ekonomi Jsiam, (Jakana: Raja

6 Tim Penyusu?
27-30.

7 1bid, him-
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Sctiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah

harus diarahkan untuk mencukupi kebutuhan guna

Kegiatan ekonomi
menghasifkan (naslahah, berikut perilaku untuk mencari mas/afalr
1) Maslahah yang cbih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit
diupayakan terus meningkat scpanjang wakiu.

2) Maslahah
u berusaha uniuk tida

L. Setiap pelaky ckonomi  selé! « melakuksn

kemubaziran (non-was'ring)
c. Setiap pelaku ekonomi celalu berusahd untuk meminimumkan risiko

(risk avers jof)
asi ketidakpastian

pkan pada situ

konomi dihada
informasi dalam  upaya

4. Setiap pelaku €

e
wn
o
=
£
=
=3
=

slam
anisme dan lembaga

kono:ﬂi ad

Gistem €
. plementasikan keputusan terhadap

pengambilan keputusan yal
4 daerah atau wilayah.

distribusi
ak yang m sistem ekonomi, seperti
aktof

anut, kebu

embenluk suatu

produksi,
stem politik, keadaan alam,

dayaan si

Terdapat panyak
1 ekonomi Juga di

_nilai yang di
dasarkan

idenlogi, nilai -
2 umum")’a' gisten

konomi tertentu Yang diyakini

au teori-leofi ¢

. ) a
pemiklran, Lonsep,
gunch dart suaty sisterm ekono
cmasi dan coordinasi dari keputusan:

mi adalah: hak

dan sistem insentif bagi

erikan

ungkinan memb




55

enis hak milik tertenty, namun secara um da
um
pat

. - cl ! l ‘['i' * ] ! I .[.

dikategorikan menjadi hak miliki

negara.®
at digunakan untuk membedakan sistem

Aspck-aspck yang dap

yang ada adalah; pertamé, dengan melihat

sistem pcrckonornian

mekanisme koordinasi (mecharzisme covrdi.-:an‘ng) yang terutama berlak
rlaku.

glakukan koordinasi seperti itu

Menurutnya ada tiga mekanisme untuk m

nal, mekanismée P

v
yomando. Dalam perekonnmian

yaitu tradisio asar, dan
dengan mekanisme pasar, yang mengarahkan agen dan unit dalam
keputusan kegiatanayd adalah pass’ Aturan main dalam sistem ekonomi

ara pribadi dan koomasi kegiatan

sumber daya sc<

uti kcpemilikaﬂ
yuang ditentuk

ini melip
an secara bebas dan tanpa

rdasarkan harga

an atas pengs

pital, tanah,

perckonomian be
unaan tengd kerja, ka

pengaturan pasar. imbal
aan diberika
sebut. AdanY
emilik sumbe
ada pihak yans

membeli dan menjual barang

{angsung kepaaa masing-masing

n secard
a hak milik (property Tight) atas

atau kewirausah

r daya untuk memberikan

memberikan harga

langsun® kep
n rertinggl- Kebe cprodukst
1k dibatas: Tid

ak ada seorang atau
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tampak yang mengendalikan self interest sehingga sumber daya diberikan

perikan imbalan tertinggi. Sistem yang bertumpu

kepada pihak yang mem
dalah sistem ekono
nan memiliki metode yang unik

pada mekanisme pasar 2 mi kapitalismc.9
nomi kemungkl

Suatu sistem eko
saja menggunakan metode yang

gambilan keputusar misalnyé
k, atau kombin

putusan ekonomi

informasi dan

dalam pen
asi keduanya. Privisi

sentralistik, dcscntrali_«,tl
gambilan ke dapat dilakukan

koordinasi dalam Pé?
i Sistem insentif yang

atau juga tradisi

menggunakan pasa pcrcncanaan,
menjadi faktor notivasi i dalam perllaku ekonomi Jug? menentukan bentuk
sistera ~konomi Gecara umum otivasi ini dapat berupa motivasi yang
materialistik a0 non rerialistik (spintual, sosial, budaya, dan
sebag . ) Sisten ekonoml islam akan mencaﬁgkup kesatuan
ainyd)- e
agcain untuk mengoperasikan
. had ang dlpergl,na.n
mekanisme  dan jembag?
isl: - tan  produksi
. i is! dalam kegi3 P i,
pemikiran dan Leori-t€o™ konott
.. .10
distribusi dan onsums!
i i Isla
B. Sister Kepemilika? Ek nomi |
1. Pen i
' ertian '
g azary I milk:yyah Kata milkiyyah asalnya
. -an atd E
Teor! pemll malakah- \talakah uga salsh
it asalny? dar
dari milk dat malakiy?”
- 1
satu maknany® miltk
gidik (Jakaris: Bumi Aksara,
rm', té

u”/’/ no '
Sisrem-S:‘sref” 2
] Figh Muama!ah, (Semarang:

¥ Gregory Urossmane

19
95) h]m 28 p3E[ Ekﬂﬂo
n

' Tim Penyust
"Teungku Muhﬂ"r""a .
{997), pim- 1

p
Ustaka Rizki Putra,
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Milk menurut Jugah jalah:
~0 0 e - ¢
iy ol il o ol
- - - 5:' ,- 4'-

Afemiliki sesuatit dan sanggud pertindak secara bebas terhudapn

H va ’!-
Sedangkan secard etimelogis keoemilikan seseorang akan materi
p sesuatu (benda) 2 Atau Kepemilikan dzpat

berarti penguasaan terhada
hasa arab disebut sehagai hagq

diartikan dengan hok miliks dan dalam ba
hartabendaan dan manfaat, atau

mali, yaitu hak-hak yang terkait dengat! ke
pcnguasaan rerhadap sesuat yang gimiliki (harta): I3 |

Afitk menurut istitah adalah:
.;,f r s ut;‘:_’,u;oa "cb_up i

&
s yang ang? y g lain, menurit syara® yang
k ikhtisc I’m ber tap barang yang
; add penghala ng’

K terha
miliknya sekehendakn}’a» e
. .. qebaga kekhususas terdapat pemilik

Milik jug?
bertindak secard bebas bertujuan

suatu barang menurut syard

corang me ifiki suat
penda tersebuts baik akan dijual

n dengan perantara 0rang

12 Eﬂ'kﬂ
Faisal Badro®™ . pim. (14115
e aria: 20jaGrain® pers?

2006), him. 105. i
13
Mohamad mdaya ’A Mt ma!ah.

4 Hendi Suhen 1
f
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S - - - - .
ccara terminologis berarti 5pe5|allsasi (in legal term) seseo
rang
terhada
p scsuaty benda yang memungkinkannya untuk melakukan
atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selam
a

tindakan hukum
selama orang lain

tidak terhalangi untuk

tidak ada halangan syard * atau
atas benda terscbut

an tindakan hukum
seseorang dengan hak miliknya

[ah suatu ikatan

melakuk

Kepemilikan ada
ariah. jepemilikan perarti pula hak khusus yang

yang disahkan sy
ga ia mempuny2

emilik sehing

i hak menggunakan scjautt

didapatkan si p
pada garis- ~garis syariah. Menurut hukum

kan pelanggara”
iliki, kecual ha

misalnya wakaf dan fasilitas umum.'®

tidak melaku
ria-harta yang telah

dasar, yang namanya !

disiapkan untuk kepenting2n umum;

4 harta deng segala

Q Pengatuf, dan Pemilik

idasarkan pada

Dalam paﬂda"gan

alam seme

sebab Diatah penciF

5ia ini. Kcsimpulan ini d

macamn),a a
beberapa ayat al-Qur ntara lain;
ran qurat A Al- Matdah ayat 17
: ) e
M B i )*"‘J‘—fn‘ 3

BRI “Aaad
- -
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Dalam al-Qur

. dan apJa; an‘g ada

“Kepuryadn egald sesualit
didalamnyd: dan D1
(Yog)'ﬂkﬂrm: BPFE Yogyakarid,

gem arang: Karya Toha Putra,
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koo pala® persP 4

15 7o, Ent
Faisal Badro‘g: omi M
" Terjé!ﬂa

hanﬂya’ (
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Al-qur’an sural an-Nur ayat 33

¢ 6 oge 6 =

2o
- &5ty (gt ! L,JL‘Ofp-"}:";_'}

-

“Dan berikanlah kepad !
pada mereka sebagian dari
dikaruniakan-Nya kepadar’ o ¢ ariharie allalt Yorg
jhak yang mendapatka

anusia adalah pih

Gedangkan m n kuasa dari

miliki dan mema

nfaatkan harta tersebut. Allah berfirman

Allah untuk me€

dalam surat al-Hadid ayat 7¢

<., i 4ial J_.\Ju up bl A
pjririlj.u.a[,

dan na jkahkgnlah sebagian

‘Benmanlah da
ﬂ'dakan kamu me guﬂs
a itik Allah, maka hanya

dari hartamy yang €
Karena semu? harta k
yerahkan kekayaan

Jami pada Alla
elah m

Diz pula yans
=kehcndal-:i-Nya. Giapa pun yang telah

a yang dl
aria, perarti dia adalah

n yang tidak mendapatkan

dia bukah sebagal pemilik sah

oleh manusia baru

izin dari Ny
card fakia
iin dari allah untuk

eng’naruskan gdanya sebab-sebab
milikan tersebut penar-benar
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a[. - I‘ar[ = * l

diperol
ch. Sebab, k i
, kepemilikan itu merupakan pe
merolehan ha
rta Jengan

sulah s:
ah satu sebx
ab syar’i y:
var'i yang telah diizi
& fizinkan.

"']. T
Schab-sebab Kepemilikan
sebab pemilikan h
arta adalah
sebab y:
yang

Maksud dari
but, yang sebelumnya tidak

menjadikan s
jadikan seseorang memiliki harta terse
er apa '

papun bentuknya, tidak termasul

menjadi miliknya. Adapuf bart
elainkan sebab-sebab pemilikan zatn
ya.

co . "
ebab-sebab pemilikan harta, i
milikan atas zat tertentu yang dituk
ar

rter merupakan kepe

ab hartd pada dasarnya dapat dimiliki

Karcna, ba
dengan zat harta lain. Seb
un zatnya bisa saling ditukar. 0
Kepemilikan yans sah menurut IS
ng disahkan Jslam. Kepemilikan menurut

mesk fp
[am adalah kepemilik- yang

() Menjaga hak umum; (2)

si pemilikan.

terlahir dari proses Y2
n figh Islam terjadi karena:

hak; dan 3)

Transaks! pemindahan
ity scbab-sebab ramaﬂuk

pandanga
penggantian posi
(memiliki) yang

Oleh karena
n syara’ ada empat:
(belum dimiliki oleh

untuk hartd

VY Thrazul subahial,

ng)- Maka yang dikatakan

tidak termasuk ke dalam

an tak 892 puia sU2
i yaﬂg tida 3

ditetapka
bt adalah harta yang

dihormati (milik seseorang
yang dibenarkan

rumput

yang tidak sah) d
fikiny? >°

syara’ untuk memi
e i)grspﬂt','ff

Syste I;ianoﬂ""

-
Y

M n
a L
3 '
Wy | 2Qyudin An-Nabhanf.
h Gustis

S
urabaya: Risala
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dan pe .

pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki ora

; ng,

b o o

inatang buruan dan ikan-ikan di laut. Int semuanya barang mubah
ubah.

emud orang dapat memilik barang-barang tersebut. Apabil
. ila ia
telah menguasai dengan maksud memiliki, menjadilah milikiny
a.
dengan maksud memiliki it dikatakan ibraz
{ s

Meoneuasal
Kemudian untuk memiliki benda—bcnda mubahah diperlukan dua
syarat, yanu:
o [ain terlebih dahulu.
|

dtkuasat orang

ir hujan dalam satu

a) Benda i tidak
gumpulkan ai

sescorang men
idak diangkat ke

mbil air dalam wada

maka

Scumpamanya
tempat yang lain,

h ity;

kan benda mubah lantard - telah

miliki)
benda mubah, dengan tidak
i menjadi miliknya.

memilikiﬂ)'a-
{akkan jaringnya sckedar

5 seorand pe
perhak menmiliki binatang

mcngerin,,kan jaring ftu.
oleh Jarmg nya- Orang [ain masih boleh

n menilikiny? Dan Yyang

puruai ya
qu 99
1% bu

kan pcmlllk barang.

perll-ca can ijab dengan kabul

yang ¢ iakadkan

nya pada
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4}

itu. Masuk ke dalam al- ‘Ugud, dari segi menjadi sebab milkiyyah

adalah:
a) Al- “Ugnid 3/Ja;;ar;)yah, yaitu akad-akad yang harus dilakukan
pada keputusan hakim, seperti menjual harta

berdasarkan ke
paksa. Maka penjualan itu sah

rhutang secard

orang vang be
ena dipaksa oleh

n dia menjual Kat hakim, dan hakim

walaupy
mbayar hutang kepada

rang ity untuk me

orang lain.
_ Umpamanyd tanah-tanah di

untuk masjid, harus danat

-milik harus menjualnya. Ini

dengan paksa).

fraqu?yvah adalah

(u di tempat yang

+ pilang P29
g terjadi dari benda Yang

memiliki benda tersebut.

a. Sebub




63

2) Pandangan terhadap bekasnya (i tibar asariha).

-Nabani dikatakan bahwa sebab-sebab

Menurut Taq__yudin an

kepemilikan seseorang atas suaty parang dapat diperolch melalui:
1) Bekerja, dengan mcnalaah hukum-hukum syara’ yang menetapkan
periku! jenis-jenis kerja yang layak untuk

bentuk-bentuk kerja,

kepemilikan:

dijadikan scbagal sebab
anait mati, tanah mati adalah tanah yang tidak

a) Mcnghidupkanl
imanfaatkan olch satu orang pun.

idupkan tanah mati

n harta Yang

b) Mcnggaliku.
ukan merupaka

pumi,
> (jama Sah). atau disebut rikaz.

pakan hak seluruh

dalam

dHﬁMAws

me

2 Teungku pMuham
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d)

f)

g

2) Warisan

3) K ebutuh@? aka
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um {collective

but merupakan hak milik um

harta galian ters¢
property)-

Berburu
(pialang) adalah sebutan bagi

(make lar), simsar

rang lain dengan upad

Sensardalt
h, baik untuk

g bekeria antuk O

orang yan
u mcmbelikan. Se

an menjual 282 putan ini juge layak

keperlu
carikan (mcnunj

ukkan) orang lain.

untuk orang yansg men
..~ orang dalam suatu

,Mugf(ﬁ‘ubah,
hak, sedang

modal finansial dari satu pi

a. Dengad kat
pihak, dengan harta

angan. pimand,
a lain, piudarabah

perdag
k lain mcmbcrikan tenag

ya padan
n kedud be

piha
(tenaga) di saty

tah pihak sepakat mengenai

adalah melcbur

dari pihak lain- [ emudi?
ipcrolehnya.
ari hasil panen pohon milik

Musa?}ah. 3
. agarl orang Yané persangkutan

n oleb pihak pemilik

. ‘putuhka
Kerja yans di
m nsasi tertenit dari hasil

o diberi ¥° pe

ng yans dikontrak

ik tana™e"™ ~
. fn aﬂr (Dra

mengont

rak tenaga),

seria

o
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4) 1| i
) Harta pemberian ncgara yang diberikan kepada rakyat

pcroleh oleh seseorang dengan tanpa

5) Harta-harta Yyang di

mengeluarkan harta atau tenaga apapun.u

Pengembangan Kepemilikan
menjelaskan masin

hukum yang berhubun

Syara’ telah g—masing kepcmilikan dan

pemilikan dengan

gan deagan

pengembangan ke
masalahnya masing—maSihg. Muamalah, seperti jual beli dan sewa
menyewa, hukum-hu!cum yang berkaitan  dengan

bekerja sepertl berburu dan

harta. gedangkan

alt adalah hukum
sebab-5¢€

rhubungan

pengembangan
_hukum yang be

melakukan model mudarsb
pcmilikan. Jadi pab pengembangan
belumnya

yak kl.lﬂ.ﬂti[as harta Y ang s€

sebab—sebab ke

dengan
f mempero2”

kepemilikan adala

. {ah satu sebab kepel” 1likan.
sudah menjadl hak
gkan dan

Dimana status hartd ©

anyak Luantitasny®

diperb
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mengemukakan tentang pcngembangan harta,  sebaliknya
n harta tersebut kepada individu agar

menycrahkan pcn;,cmbanga

mengembangkannyd dengan faktor produksi apa saja yang menurutaya
lavak dipergunakan untuk mcngembangkan harta tersebut. Oleh karena
ut terikat dengan hukum-hukum

itu, pcngcmbangan ke

a oleh sya

@, semisal hukum- -hukum pertanahan,

yang telah dibaw
jual beli, PEF
rerkait ek

seroar hukum—hukm perdagangan dan

hukum-hukum
Sukum tersebut, serta

pn hukum

masalah—masalah yang

.23
gjir 430 P""dukS L.
Mi!kiyyah)

hukum-hukum
(ki ususm’ah

milikan
pentuk dan coraknyad mempunyai

yang lain.

japat diterima oleh
lah sebagal berikut:
memiliki manfaat

dengan sendiriny2

jclaS“)’a’
etapi tetepP kita akan
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milkiyyal

yyah yang sempumna. Sesuatu Yang kita miliki d

- an tidak

dimiliki i i meru m

iki olch orang [ain lebih dulu, me pakan ilkiyyah tat

" ammah

Kita miliki j ‘

Jiliki bendanya dan jugd manfaatnya- Tegasnyad milkiyyak

_ ’ yyan

t ; i
ammah atau yang dikataxan milkiyyah pertama tidak mungk
ak , ngkin

iyyah pertama adalah yang

tnya sitja. Milk

pubohalt dan rawallud minal maniliik.

dilakukan atas manfad

dikatakan ihrazul
. penda (mg[cri) ridak dapat ditentukan waktunya. Adapu

Afilliyya
waktunya.

milkiyvah man{aat maka
abild

Milkiyyali ‘ain, ap

scorans Kkepad’
'nugurkan, hanya dapat dipindahkan

K dapat dig
(alau seseorang

ditcnnakan hutang-

apabilﬂ
ada yang

fah m:‘lk:wah p

autan
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diterima itu, lalu menjadilah dia milkiyyah ‘ain, bukan hutang lagi.
Dibagilah benda yang telah diterima 4y di antara orang-orang yang

e g 4
mempunyal hissah. g

d. Klasifikasi Milik

Milik yang dibahas dalam figh uamalah secara garis besir
drjpa[ d|hag| mcnjadi dua bagian, yailu:

jjikan yang meliputi benda dan

a. Milk samali, yaitu suat pcmlh
manfaatny@ sekaligus artinyd pentuk bendd (zat. berdd) dan
ilikan fam bisa diperolen dengan

kegunaannyd dapat dikuasal

-3t1.4 al -
ng hany? memiliKi salah satu dari

anfaatnya atad

pa memﬂiki m
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mah, kebun, mobi! dan motor, pemilikan terhadap benda-bend
-benda

disebut miltk al-‘ain.
sescorang yang hanya memiliki

b. Afilk  al-manfaah, Y3t
penda, scperti benda hasil meminjam

manfaatnya saja dari suat
wakaf dan lainnya.
c. Milk al-dain, yaitu pemilikan |arena adanya hutang, seperti
1 vang dipinjamkan ke
kkan, hutang adala

pada seseorang atau penggant!

sejumlal
h sesuatu yang wajib dibayar
[

benda yang dirusa
olch orang yang berhutzmb

3. L
Jenis-jenis chcmilikzn
ami konsep dasar kak kepemilikan, langkah terbaik

Untuk meiuah
seluruh kegiatan ekonomti

d
engan  mula-mii
gka kelembagﬂaﬂ dasar dari negard

emilikan diteta
¢ owners/np) dan

dalam kera!
pkan kepada

pahwa hak KF

mengambil  tempat
uthan

di (¢ mivat
pmdahkan (trans/é'rable)

A -
sumsi jtu menyeb

indivi .
dividu menurui prias'P
'gpem”ikan

m of contract)- Melalvi

bahwa sanksi atas hak Kk
k (fredo?

{of 0 ownership, jp) atas suatd

Xan (nght o USe),

in
the asset) atau beberal

p
htm. 40-4!

Hend:
lendi Suhendi, Figh-
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eksklusif (exclusive right), tetapi

kepemilikan hampir

kepemilik i
epemilikan bukan perarti hak yang tanpa batas (“"resfffcfed right)”.

am terhadap nas-nas syar'i,

Dari hasil kajian para ekonom Is!
terdapat harta yang tcrkatcgorikan sebagai kepemilikan individu, sehingga
sctiap individu bisa mcmiliki Kekayaan tersebut dengan sebab atau cara
tertentu, Di samping it terda .. qis-jenis haria Y218 (erkategori sebagal

rhak memanfaatkan harta

jap orand be

kepemilikan gmum, sehinggd 5¢
ik dalam kepemilikan

tersehut. Jugd, terdapat jenis j
qori Isiam kepemilikan

alam konseP eko

negara. Denga? demikiam
terklasifikasika® mcnjadi tiga jenis, yakn! kcpemlhkan pribadi,
kepemilikan umum dan kcpcmilikan negard
4 Kepemilikal ndividy
c=toaf | dari syard (Aliah
‘ li nmdmdu adalahl iZi0
Secard jelas keper™!
: tuk mcmanfaatkaﬂ 2zt
SWT) yand mcmungkmkan siap? ja niu
erta peroleh Kompensast
maupun Kegunad® (utili atu b .
ya ambtl K gund ya oleh orang Jain seperih
parafl
baik kase! ] mst tu d:habiskan zatnya sepertl
d 4upul na Jikons
jsewa M P 7 getiah © b cmiliki barane atau
efi
. GFSCbu
dibeli dar! t » g disebut sebab-sahab
tertet™”
harta melalu: -
[uk
kepemilkia® asho? a1am! )
nisi Teort pan Straieg (Malang:

ma, Alenggagas

26 i
apmad Era e pim

B

"-“Yumcgia publising I il
, Muhamm? $ press
Bisnis 1stam, (J . Gem? {ns2n
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Adanya wewenans kepada manusia untuk membelanjakan

:ﬂn\ . . . 1

cnafkahkan, dan melakukan berbaga! bentuk rransaksi atas harta

yang dimiliki menjual, menggadaikan, menyewakan
dan ain-lain) merupakan  bukt

menghibahkan,

diakuinya kepemilikan individy.
an di atas bahwa kepemilikan

ang telah diuraik

Narmn sepertt Y
pemilika:l inc

ividu dibatasi oleh

individu tldak!ah obsoluts untuk itu
beberapa hal dibawah ini:28
] )
- llendaknyd pen‘l'lk penda itu tid menggunakannya dalam ha! |
yang mcmbahayakarl nyawa atau orang lain. Contoh yang
mcmbahayakan nyawa adalah pemborosan. Allah perfirman dalam
Q5 al-Isrd’ ayat
P Lo 1o 1 1lis L}i»d gt ¥
Lf. TS _\?,‘34.-“ g - K
M ,-:¢
l)}___é-

“Dan jangan!ah -
Jehermi da 'ﬂ”’ga"mh nenyese
kamu 1" erceld don :
" ka parte 2 u pendd yang 12 miliki
a 1
Te‘_—m Uk J g ¥ . ' . .
kevvaji an- wajlbann)a. Jika pemiliknya
a ar
mclupaka dirinY ; wajid k wajnbanny , maka dia
elu
benar-bc e an
tkan nt '
 orang yan® mendapa
termast
) in Khaﬂab ra, terj. M- Abdu
. EnsfHC’Pedia F;ﬂﬁ 3?ﬁr
EBMUhammad Rawwas Qa ’ag{:'persada’ 19959),
RajaGraﬂ: ol plm- 282

Mu..
Jieb AS, dkk, Jakarta: R 510 yon
Departeme” gam®




72

Adapun penggunaannya yang membahayakan orang lain

seperti barang-barang yang dimilikinya dan dijadikan alat untuk

membahayakan orang lain.
aikan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh

ffendaknya selalu menun

pemilik harta itu. Hak-hak it adalah: pert

ama, hak-hak yang wajib

bagi sefuruh pc-,milik, baik pcmiliknya mustirm maupun kafir, kafir
Zinuni alu kafir liarbi. Hak-hak ity berupa; menginfakkan
iknya sendiri dan crang-orang yang

atuk hidup pemili
k-hak lain yang harus dikeluarkan karcna
rang yans sangat membu

hartanya U

harus dinafkahi, serté ha
adanya darurat. Micalnya ada O
pun minuman; kemudiar ia

Jika dia tidak mem

tuhkan

meminta kepadanya,

makanan mat
berikannya
orang yang meminta itu

pu pada
n dan minum, maka dia harus

g wajib dalam hara

kat, zakat I fitrah,

i Islam- B
orang wajib dalam hartd milik kafir
ip dalam harta
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kepemilikan seseorr

an-Nisa ayat 29:
L7 ’;‘ .

of ¥ gt o (S e
.2, d.o’-'.*:’,- - s-

“Hai orang-orans yang er .
harta sesamam denga? jalar yang bat o ant 5
pcimiagadn yng Berlaki dengan suka sama-Si ; qntara kami -

jiikan individu atas sumber

Sehingg? pada
kan galah satt fitrah manusia

g harus

cl-;onomi {sum
{ sesvatt yan

daya

karena ajaran [;lam

dan dijaga-

dihom‘lali
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l“]l | tuki i i m
' 1 Pcﬂlim( dari

tuk memanfa'ﬂk ta
atkan tanah terseb
ut sebagai
I

kesubururan atau peluang v
hasil kerj

il kerjanya. Melalui kepemilikannya atas pelu

u sendiri. Gelama poluang itu tetap cksis, mak

, MdKa

l . . .
1ak khusus atas tanah it
a atas tanah tersebut tetap be i
y rlaku, di ma
. na orang

ang inilah ia beroleh

akn

selama itu pula b
tanah tersebut darinya dan

lain tidak bolch mengambi!
aru itu dipandang

mencuraakan kerja bard di san

a, meskipun kerja b
tanah tersebut- Hal ini di karenakan

nilai tukar
 individu pertama (si pereklamasi) dan

dapat meningkatkan
h propcrli dar

peluang itu adala
tidak
idak ada scorant pun yang ! Jadi weor
kepemilikan atas

ncnyataka
kerja peroleh

Islam 1
ar kerj2 a
- ta lewal kerja.
ilai

berdiri di atas das
Lepemilikan atas nl

ia di perikan

peluang bagi pcn'.an
gal pasit ketjany

eor [slam,

ker)
a, tidak

Dalain
kesupurail tanah

ut sebagal hasil kerjanya-

dan

melekat. Hal i

g dikuatka“

Islami, yan
ytis3don tes-

Scorang indiv!
Eganwﬂf

Zahra 200 Muhammad
8), hitm. 289.

- _
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pcmsllkian pribadi, cecara tidak langsung

Pelarangan atas ke
penguasaan milik kepada

1 pcrolch.

darp=t mcng,chminasi kebe
{ upay?@ anasionalan kebcbasan

as sumbcr-smu >
an tidak akan muncul

negs iy at

LatuR memiliki, perpikifs dan
pcmnhk"'l pribadi- Jadi

dalam masyarakat di
glat-alat bisnis selalu berjalan

hak nulik pnbad. akan

secara fair dan legal {5 :m!h)

chcmilikan ymum
chcmilika"

komunitas L

benda Yane rermasur
jeh a,g.syan" pahwa
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umum seperti jalan—jalan, masjid dan {ain-lain. 4) setiap sesuatu yang
sudah ada yang diciptakan Allah tanpd campur 1angat manusia seperti;
yang ada di udar® rumput yang ada di

ikan yang ada di lauts purung

tempat tumbuhnyd air yan

l:1in.33 _
um adalah 2p2 saja yang dianggap

. Rosulu]lah saw telah

schagai kepentinga! -
i ahwa 1vabi SaW
jelask dulam scbuah hadits- pari 1boY Abbas,
menye askan il
|_

bersabda: , 4 P e
N ¢ v ‘,‘ o-'. e | :
cat ,LE}J \.u.?J’ ¥

1999), Juz I11: him- 1508
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t mcnje[askan bahwa barang-barang tersebut

lHadis terscbu
anya saja indikasi-indikasi

Lepcmllkan ymum. H

tergotong menjadi
ang bahwa barang-barang ini

vang terkait dengan masalah ini memand
ifat tertentu yang terdapat di

meniadi kepemilikan umum karend S
a sebagai pagian dari fasilitas umusit. Maksud

dalamnya,
tuk membatasi jumlahnya,

n tigad dalam
n sesecorang

bilanga
| pahwa Rasulultah S pernah membolenta

dengan dali
untuk memiliKi air di Thaif

dan Khaibar sebaga kepemilikan individu.
pagai ke pem milikan individu, dan mereka |

air itV gntuk MENE

r itu S€ ba

i air
airi sawah. Ini

Mereka memlllk

] 111
secard khusus me! g;,t.naka d
bal pe'serikalﬂl‘l dal m air adalah sehubungan engan
pjukkan ahwa Pt |
a sendiri, yaitul terkait dengan

dcng A
um. D

menu
an sesuatd dianggap

sifatnya,
nyangkut kebutuhan

35
Niisbahul ng e
Persp‘-’kn)ff'konofm el ( hzl::i, embaﬂg

&[aqyadun A" Nab
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ahnya Yang tidak terbatas. Dalam ilmu

b. Barang-barang juml
ckonomi barang-barang ini dikategorikan sebagai barang bebas (al-
tau tidak ada proses

k diperlukat usaha @

ah), karena tida
udara, air laut, aic hujan,

il al-mub
produksi untuk mcndapatkannya seperti;
sinar matzhari, 4" |ain sebagainy? Karena jumlahny? Y&ng tidak

zgara sehingga

reebut tidak perlu dikuasai oleh &

terbatas, parang t€
.32k boleh melarang
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Penggunaan bersama 224 berserikat atas kepentinga® bersama ini

pcrsaudaman antar sesama orang

merupakan wadah untuk memperkuat

mukmin.
ensi dari kcpemilikan bersama, maka barang

Cebagal konsekw
, Bukan sebaliknya,

terschut harus di
ih seorang

dengan meng,cksploitam ata

individu
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